BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN SERTA OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM

Menimbang :

Mengingat : 1.

2.

DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5),
Pasal 54, Pasal 69 ayat (5), Pasal 73 ayat (5), Pasal 84,
Pasal 87 ayat (7), Pasal 90 ayat (6), Pasal 100 ayat (3),
Pasal 102 ayat (4), Pasal 104 ayat (7), dan Pasal 105 ayat
(8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Pasal 110 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun
2018, dan Pasal 36 ayat (5), Pasal 59 ayat (5), Pasal 94
ayat (3), Pasal 96 ayat (3) dan Pasal 98 (4) Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Mineral Bukan Logam Dan Batuan dan Opsen Mineral
Bukan Logam Dan Batuan;

Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6766);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dicabut
sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022



Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041});

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1});

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN DAN OPSEN MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Bupati adalah Bupati Kutai Barat.

Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.



10.
11.

12.

13.

14.

15.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat
daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda
adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Barat.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kutai Barat.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut
Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan
logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau
permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan Logam
dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-
undangan di bidang mineral dan batu bara.

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase
tertentu.

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya
disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh
provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu
saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian
Tahun Pajak sesuai dengan Kketentuan Peraturan Perundang-
undangan perpajakan daerah.

Masa Pajak merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib
Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang

terutang.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek Pajak dan subjek Pajak, penentuan
besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak
kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD,
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana
dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai
tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah adalah surat yang digunakan
Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek Pajak
atau usahanya ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai
Barat.

Kode Bayar adalah kode unik yang dikeluarkan oleh Sistem
Informasi dalam hal pembayaran Pajak Daerah yang digunakan
wajib Pajak untuk melakukan pembayaran.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak
dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan
daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah.



24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah Kkredit Pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif,
dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah
pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnhya
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak
lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

Bidang Terkait adalah Bidang yang melaksanakan tugas pengelolaan
Pajak Daerah di Bapenda.

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi
pemenuhan kewajiban perpajakan wajib Pajak dan menegakkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD,
adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh
Wajib Pajak.



33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Pemeriksaan adalah serangkaian Kkegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
perpajakan daerah.

Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di
tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak dan/ atau tempat lain yang
dianggap perlu oleh Pemeriksa.

Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor
Bapenda Kutai Barat dan/ atau kantor-kantor di lingkungan
Pemerintah Daerah.

Pemeriksaan Ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap
Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil
Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan Masa Pajak, bagian
Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang sama.

Supervisor adalah pejabat struktural yang menangani pemeriksaan
Pajak Daerah.

Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat
atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/ atau tidak
bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai
tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen,
termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain.
Dokumen adalah buku, catatan, dan/ atau dokumen lain termasuk
Data Elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dalam
pelaksanaan Pemeriksaan.

Data Elektronik adalah data yang dikelola secara elektronik, yang
dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik
lainnya dan disimpan dalam media penyimpanan elektronik.
Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah
pertanyaan dan penilaian oleh Wajib Pajak yang terkait dengan

pelaksanaan Pemeriksaan.



42,

43.

44,

45.

46.

47.

48.

Tanda Pengenal Pemeriksa adalah tanda pengenal yang diterbitkan
oleh Kepala Bapenda yang merupakan bukti bahwa orang yang
namanya tercantum pada Kartu tanda pengenal tersebut sebagai
Pemeriksa.

Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah
surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan Pajak Daerah dalam
rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/
atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang diterbitkan oleh
Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk.

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat
pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan
dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor adalah surat
panggilan yang disampaikan kepada Wajib Pajak untuk menghadiri
Pemeriksaan Kantor dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

Rencana Pemeriksaan (Audit Plan) adalah rencana Kkerja
pemeriksaan yang disusun oleh Supervisor berdasarkan identifikasi
masalah atas data Wajib Pajak yang telah ditelaah dan mendapat
persetujuan dari Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk.
Program Pemeriksaan (Audit Program) adalah program pemeriksaan
yang disusun oleh Supervisor dengan dibantu oleh Ketua Tim
Pemeriksa berdasarkan Rencana Pemeriksaan (Audit Plan) yang
memuat sekurang-kurangnya Metode Pemeriksaan, Teknik
Pemeriksaan dan Prosedur Pemeriksaan yang dilakukan oleh
Pemeriksa dan buku, catatan dan dokumen yang diperlukan.

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat
SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang
meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi,
perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan

perhitungan sementara dari sanksi administrasi.



49,

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) yang
selanjutnya disingkat PAHP adalah pembahasan antara Wajib Pajak
dan Pemeriksa atas temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan
dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan
ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berisi koreksi pokok
pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan
perhitungan sanksi administrasi.

Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah
laporan yang berisikan tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan
yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai
dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat
SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang
meliputi pos pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi
perhitungan sementara dari sanksi administrasi.

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat
PAHP adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa atas
temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh
kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang
disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi
administrasi.

Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah
catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai
prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan dan/atau
bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan
yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir yang selanjutnya disebut LHP
Sumir adalah laporan tentang penghentian Pemeriksaan tanpa
adanya usulan penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan
banding, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

perpajakan yang berlaku.



56.

S7.

58.

99.

60.

61.

62.

63.

Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh
Wajib Pajak.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen
lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk
penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta
kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan
laporan laba rugi untuk periode tahun Pajak tersebut.

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak
melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur
atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan
sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan,
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan
menjual barang yang telah disita.

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan Pajak
yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang
meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, Masa Pajak,
Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk
sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang
tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk
menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang
Pajak atau utang Retribusi.

Penghapusan secara bersyarat adalah menghapuskan piutang Pajak
daerah dari pembukuan pemerintah daerah tanpa menghapuskan
hak tagih daerah.



64.

65.

66.

(3)
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Penghapusan secara mutlak adalah menghapuskan Pajak daerah
dari pembukuan pemerintah daerah dengan menghapuskan hak
tagih daerabh.

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti
registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan
usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan
kegiatan usahanya.

Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah
nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi

perpajakan dengan ketentuan tertentu.

Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan
pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Opsen
MBLB.
Peraturan ini bertujuan untuk:
a. tertatanya proses pemungutan Pajak daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. terwujudnya transparansi, akuntabel, dan responsibilitas
pemungutan Pajak daerah;
¢. optimalisasi kinerja pelayanan, dan;
d. peningkatan pendapatan dari sektor Pajak daerah.
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. pendaftaran dan pendataan Pajak;

=3

. penetapan besaran pajak terutang;
. pembayaran dan penyetoran;

. pembukuan;

. pelaporan;

pemeriksaan Pajak;

. surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak;

T m ™ o o o

. penagihan Pajak;

e

. kedaluwarsa penagihan Pajak;

penghapusan piutang Pajak;

Nt
=

k. keberatan dan banding;



(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

- 11 -

l. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau
penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksinya;

m. pembetulan dan pembatalan ketetapan;

n. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak; dan

o. opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

BAB II
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran Pajak MBLB

Paragraf 1
Umum

Pasal 3
Setiap Wajib Pajak MBLB wajib mendaftarkan dirinya dan objek
Pajak kepada Bapenda melalui Bidang terkait, paling lambat 60
(enam puluh) hari sesudah kegiatan usaha dimulai.
Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara online atau datang ke Bapenda.
Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi

pendaftaran diri Wajib Pajak dan/atau pendaftaran objek Pajak.

Paragraf 2
Pendaftaran Diri Wajib Pajak
Pasal 4
Setiap Wajib Pajak MBLB wajib memiliki NPWPD.
NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang pribadi
dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk badan
dihubungkan dengan NIB.
Wajib Pajak melakukan pendaftaran diri dengan mengisi surat
pendaftaran.
Kegiatan pendaftaran diri Wajib Pajak meliputi:
a. Wajib Pajak mengambil formulir pendaftaran secara online atau

langsung ke Bapenda,;



(6)

(7)

(8)
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b. Wajib Pajak mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran
dengan jelas, lengkap dan benar serta dilampiri dengan:
1. Dokumen pendukung untuk Wajib Pajak orang pribadi:
a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga atau
Identitas Kependudukan Digital;
b) fotokopi NPWP jika ada;

c¢) nomor telepon aktif; dan

d) email aktif.
2. Dokumen pendukung untuk Wajib Pajak Badan:
a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk
pemilik/penanggungjawab;

b} fotokopi NPWP;

¢} fotokopi NIB;

d} surat kuasa bermeterai cukup jika pendaftaran

dikuasakan beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Penerima Kuasa;

e} fotokopi Akta Pendirian dan perubahannya;

fy nomor telepon aktif; dan

g) email aktif,
Setelah Wajib Pajak menyerahkan dokumen pendaftaran diri beserta
dokumen pendukung selanjutnya petugas pelayanan meneliti
formulir pendaftaran yang telah diisi beserta berkas persyaratannya.
Petugas pelayanan melakukan input data secara sistem atau dicatat
dalam daftar formulir pendaftaran diri, diberi tanda dan tanggal
diterima termasuk yang didaftarkan secara jabatan untuk
selanjutnya dicatat kedalam kartu data guna penentuan tanggal
mulai terhitungnya daftar induk Wajib Pajak.
Kepala Bapenda melalui Bidang terkait menerbitkan NPWPD setelah
permohonan pendaftaran diri Wajib Pajak dinyatakan Lengkap.
Apabila dokumen pendaftaran diri dinyatakan belum lengkap, maka
akan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk segera dilengkapi
paling lama S (lima) hari kerja.
Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (9), Kepala Bapenda melalui Bidang terkait
mengingatkan melalui surat imbauan disampaikan secara langsung

maupun secara elektronik.
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Apabila 3 (tiga) hari setelah surat imbauan diterima oleh Wajib Pajak
namun Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (10), Kepala Bapenda akan menerbitkan
NPWPD secara jabatan berdasarkan data atau keterangan lain yang
bersumber dari hasil pendataan, penyisiran, dan/atau hasil
kegiatan lainnya yang dimiliki Bapenda.

Dalam hal Bapenda tidak mendapatkan data atau keterangan lain
untuk menetapkan secara jabatan, maka Bapenda bekerja sama
dengan  Perangkat Daerah/instansi terkait melaksanakan
pemeriksaan dan penindakan.

NPWPD yang diterbitkan berupa kartu cetak dan/atau elektronik.
Penyampaian NPWPD kepada Wajib Pajak melalui:

a. petugas Bapenda,;

b. email dan/atau whatsapp Wajib Pajak; atau

c. kantor pos/ekspedisi pengiriman.

Format Surat Pendaftaran Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Wajib Pajak yang telah terverifikasi diterbitkan Surat Keputusan
Pengukuhan untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak.

Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan NPWPD
disampaikan kepada Wajib Pajak secara bersamaan.

Format Surat Keputusan Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (16) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Pendaftaran Objek Pajak

Pasal 5
Wajib Pajak MBLB mendaftarkan objeknya sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat (1) menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.
Setiap Wajib Pajak MBLB yang telah mendaftarkan objeknya akan
diberikan tanda terdaftar objek Pajak.
Tanda terdaftar objek Pajak memuat identitas objek Pajak berupa
NOPD.
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Dalam mendaftarkan objek Pajaknya, Wajib Pajak MBLB wajib
menyertakan dokumen pendukung.

Dokumen Pendukung meliputi:

a. nama dan alamat usaha;

b. nama pemilik dan/atau pengelola MBLB;

fotokopi NPWPD;

jabatan pemilik dan/atau pengelola MBLB;

alamat pemilik dan/atau pengelola MBLB;

nomor telepon aktif pemilik dan/atau pengelola MBLB;
email aktif pemilik dan/atau pengelola MBLB;

lokasi dan titik koordinat pengambilan MBLB;

i. jenis MBLB; dan

j. rata-rata pengambilan per bulan.

B R ™0 a0

Formulir pendaftaran yang telah lengkap disampaikan kepada
Petugas Bapenda.

Jika pengisian formulir pendaftaran sudah benar dan lengkap,
Petugas Bapenda melakukan input data ke dalam sistem dan
diverifikasi.

Apabila dokumen pendaftaran dinyatakan belum lengkap, maka
akan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi dalam
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.

Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban, Kepala Bapenda
akan menerbitkan NOPD secara jabatan berdasarkan data atau
keterangan lain yang bersumber dari hasil pendataan, penyisiran,
dan/atau hasil kegiatan lainnya yang dimiliki Bapenda.

Atas pendaftaran objek Pajak MBLB yang sudah lengkap, Wajib
Pajak akan diterbitkan Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD).

Petugas Bapenda menatausahakan daftar formulir pendaftaran dan
data jumlah NOPD yang telah diterbitkan untuk setiap objek Pajak
MBLB.

Format surat pendaftaran Objek pajak MBLB tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.
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Bagian Kedua
Pendataan Pajak MBLB

Pasal 6

Pendataan untuk Pajak MBLB merupakan kegiatan untuk

memperoleh data objek Pajak Daerah secara akurat yang

dilaksanakan oleh Petugas Bapenda.

Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan

terhadap semua objek Pajak Daerah sesuai ketentuan perundang-

undangan perpajakan daerah.

Bapenda melakukan verifikasi terhadap data objek Pajak daerah,

dengan tahapan sebagai berikut:

a. membuat daftar objek Pajak Daerah yang telah dilakukan
verifikasi dokumen pendaftarannya;

b. menerbitkan surat tugas untuk petugas yang akan melakukan
verifikasi data objek Pajak;

¢. atas Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a Petugas
Bapenda melakukan observasi lapangan dan membuat berita
acara lapangan dan dokumentasi foto;

d. apabila dalam hasil verifikasi objek Pajak ditemukan data yang
tidak sesuai dengan laporan, maka akan dilakukan penyesuaian
data.

Pendataan objek dan subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada

setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan

dan/atau Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Formulir pendataan diterima dan harus diisi dengan jelas, benar
dan lengkap serta ditandatangani oleh orang atau badan yang
melakukan kegiatan pengambilan dan/atau Pengusahaan Mineral
Bukan Logam dan Batuan atau kuasanya.

Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar
dan lengkap serta ditandatangani orang atau Badan selaku subyek
Pajak didaftar menjadi Wajib Pajak Daerah.

Bentuk formulir pendataan tercantum dalam Lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Ketiga
Penonaktifan Dan Penghapusan NPWPD Dan NOPD

Pasal 7

Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wgajib Pajak atau
berdasarkan kewenangan secara jabatan dapat melakukan
penonaktifan atau penghapusan NPWPD atau NOPD.

Penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan melalui:

a. permohonan Wajib Pajak/kuasa/ahli waris; atau

b. penetapan secara jabatan.

Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan NOPD secara jabatan

atau atas dasar permohonan Wajib Pajak dapat dilakukan sepanjang

Wajib Pajak:

a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan

b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan,
banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Penonaktifan NPWPD secara jabatan atau atas dasar permohonan

dapat dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak orang pribadi yang sementara waktu tidak lagi
melakukan kegiatan wusaha sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah;

b. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP
dan belum diterbitkan keputusan;

c. Wajib Pajak yang tidak diketahui alamatnya berdasarkan
penelitian lapangan; dan

d. Wajib orang pribadi yang telah meninggal dunia tetapi belum
diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya
atau belum mengajukan penghapusan NPWPD.

Penonaktifan NOPD secara jabatan atau atas dasar permochonan

dapat dilakukan dalam hal:

a. objek Pajak sementara waktu tidak ada kegiatan usaha secara
nyata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan; dan

b. Wajib Pajak yang mengajukan penghapusan NOPD dan' belum
diterbitkan keputusan.
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Penghapusan NPWPD secara jabatan atau atas dasar permohonan
dapat dilakukan terhadap hal:

a.

Wajib Pajak orang pribadi telah meninggal dunia dan tidak
meninggalkan warisan;

Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau
penggabungan usaha;

Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan
usahanya di Indonesia; dan

Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu} NPWPD untuk objek
Pajak yang sama.

Penghapusan NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan
dapat dilakukan dalam hal:

a.
b.

Wajib Pajak menghentikan kegiatan usahanya,;

Wajib Pajak telah menjual Objek Pajak yang terdaftar sesuai
NOPD terdaftar; dan

Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NOPD untuk objek Pajak

yang sama.

Wajib Pajak Non-aktif dapat berubah status menjadi Wajib Pajak
aktif apabila:

a.

e A o o

Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak;

Wajib Pajak menyampaikan SPTPD,;

diketahui adanya kegiatan usaha dari Wajib Pajak;

diketahui alamat Wajib Pajak; dan

Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali.

Pasal 8

Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan NPWPD

dan/atau NOPD yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala

Bapenda dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a.

untuk Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

1. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah
meninggal dunia dan surat pernyataan bahwa harta warisan
telah terbagi dengan menyebutkan ahli warisnya;

2. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah

meninggalkan Indonesia/Daerah untuk selama-lamanya; dan
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3. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memiliki
lebih dari 1 (satu) NPWPD untuk subjek dan NOPD untuk
objek Pajak yang sama.

b. untuk Wajib Pajak Badan meliputi:

1. dokumen berupa penetapan pengadilan yang menyatakan
bahwa Wajib Pajak telah dilikuidasi atau dokumen lain yang
menunjukkan bahwa badan telah dibubarkan atau terjadi
penggabungan usaha;

2. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah
menghentikan usahanya; dan

3. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memiliki
lebih dari 1 (satu) NPWPD untuk subjek dan NOPD untuk
objek Pajak yang sama.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Bapenda memberi disposisi kepada Bidang terkait.
Berdasarkan disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Bidang
terkait memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan lapangan,
dan menuangkan hasil peninjauan lapangan tersebut dalam Berita
Acara Peninjauan Lapangan tentang Penghapusan NPWPD dan/atau
NOPD;

Penghapusan NPWPD dan/atau NOPD dilakukan dengan
menerbitkan Keputusan Kepala Bapenda tentang Penghapusan
NPWPD dan/atau NOPD oleh Bidang terkait.

Penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dilampirkan dengan Surat Keputusan Kepala Bapenda
tentang Pencabutan Pengukuhan NPWPD dan/atau NOPD.

Format Surat Keputusan Penghapusan NPWPD dan/atau NOPD dan
Surat Keputusan Pencabutan Pengukuhan NPWPD dan/atau NOPD
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB III
TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK MBLB

Pasal 9
Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk Pajak MBLB
terhitung 1 (satu) bulan setelah pengambilan dan/atau
pengusahaan mineral bukan logam dan batuan.
Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila
Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender.
Pajak MBLB dihitung untuk setiap pengambilan MBLB dan nilai
jual pengambilan MBLB.
Nilai jual pengambilan MBLB dihitung dengan mengalikan volume
atau tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga
dasar/standar masing- masing jenis MBLB.
Tarif pajak MBLB ditetapkan sebesar 16% (enam belas persen)
Tabel harga dan cara perhitungan pajak MBLB termuat dalam
lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10
Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang
terutang sesuai kode bayar yang dikeluarkan oleh Bapenda.
Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
Dalam hal sistemm pembayaran berbasis elektronik belum tersedia,
pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui

pembayaran tunai.
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Pembayaran dianggap sah apabila Wajib Pajak telah menerima bukti
pembayaran berupa SSPD yang telah mendapatkan validasi oleh
Bapenda.

Dalam hal pembayaran berbasis elektronik, SSPD diterbitkan secara
elektronik dengan prosedur yang sama pada pembayaran tunai.
SSPD diserahkan kepada Wajib Pajak secara langsung maupun
melalui media elektronik.

Bank atau tempat lain yang ditunjuk wajib melakukan rekapitulasi
penerimaan harian Pajak daerah dan rekonsiliasi internal atas
penerimaan Pajak daerah.

Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 11
Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak MBLB paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
Wajib Pajak MBLB membayar atau menyetor Pajak sesuai dengan
nominal hasil perhitungan sendiri Wajib Pajak.
Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh
dengan mengalikan tarif Pajak dan dasar pengenaan Pajak yang
telah diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
Kepala Bapenda melalui Bidang terkait menerbitkan surat imbauan
kepada Wajib Pajak sebelum jatuh tempo pembayaran Pajak.
Penerbitan surat imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan 10 (sepuluh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran Pajak.
Penyampaian surat imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan dengan cara:
a. menyampaikan secara langsung; dan/atau
b. melalui elektronifikasi.
Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada
waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu
persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang

dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran
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sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
Apabila Wajib Pajak belum membayar hingga melewati jatuh tempo
pelaporan dan sudah ditegur oleh Bidang terkait secara tertulis,
maka terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan pemeriksaan Pajak.
Dalam hal diterbitkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, pembayaran
dilakukan sesuai nominal dan jangka waktu yang tertera dalam
STPD, SKPDKB, SKPDKBT.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Pajak
Pasal 12
Wajib Pajak menyampaikan omzet dasar pengenaan Pajak secara
langsung atau melalui media elektronik ke Bapenda.
Petugas administrasi Bapenda melakukan verifikasi pencatatan
omzet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diinput ke
dalam sistemm untuk kemudian diterbitkan kode bayar yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk membayar Pajaknya yang
terutang.
Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan pada bank atau melalui
kanal pembayaran yang disediakan menggunakan kode bayar.
Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran Pajak Yang terutang
menyampaikan bukti transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), untuk selanjutnya Bendahara menerbitkan SSPD
sebagai bukti lunas pembayaran.
SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicetak S (lima) rangkap
masing-masing:
a. lembar 1 diberikan kepada Wajib Pajak;
b. lembar 2 diberikan kepada Bankaltimtara;
c. lembar 3 kepada Bidang terkait Bapenda;
d. lembar 4 diberikan kepada Bendahara Khusus Penerima
Bapenda Kabupaten Kutai Barat; dan
e. lembar 5 diberikan kepada Bendahara Khusus Penerima

Bapenda Provinsi Kalimantan Timur.
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Bendahara khusus penerima Bapenda mencatat ke dalam Buku Kas
Umum sebagai penerimaan harian.

Format formulir penyampaian omzet usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

Wajib Pajak wajib melalft?lsczlnlgembukuan atau pencatatan secara

elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:

a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran
usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 {empat miliar delapan
ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan
pembukuan; dan

b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran
usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan
ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan
pembukuan atau pencatatan.

Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan

memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau

kegiatan usaha yang sebenarnya.

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang

terkait dengan pembukuan.

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling

sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta

bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung
besaran Pajak yang terutang.

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau

pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari

pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program
aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan
selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat
tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib
Pajak Badan.
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BAB VI
PELAPORAN PAJAK

Bagian Kesatu
Penyampaian SPTPD
Pasal 14
Pelaporan Pajak dilakukan dengan menggunakan SPTPD.
Formulir SPTPD disediakan oleh Bapenda.
SPTPD dinyatakan lengkap dan dapat diterima oleh petugas Pajak
daerah apabila:
a. telah diisi dengan lengkap dan benar, termasuk rekapitulasi
penerimaan harian selama 1 (satu) bulan; dan
b. ditandatangani oleh Wajib Pajak dan cap perusahaan untuk
Wajib Pajak Badan atau kuasanya.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jenis Pajak
MBLB terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling sedikit
memuat jenis MBLB, volume pengambilan, harga pasar/standar dan
jumlah pajak terutang dalam satu masa Pajak.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap
masa pajak kepada Bapenda paling lama 15 (lima belas} hari kerja
setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai
bukti pelunasan Pajak disertai dokumen pendukung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a.
Kepala Bapenda melalui Bidang terkait memberikan Imbauan
kepada Wajib Pajak sebelum jatuh tempo pelaporan Pajak.
Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 15
Kepala Bapenda melalui Bidang terkait wajib menerbitkan Surat
Teguran paling sedikit 1 (satu) kali kepada Wajib Pajak yang tidak
menyampaikan SPTPD.
Surat Teguran ini berisikan kewajiban Wajib Pajak untuk segera
menyampaikan SPTPD.
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Wajib Pajak harus menyampaikan SPTPD paling lambat 7 (tujuh)
Hari setelah Surat Teguran diterima.

Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD setelah diberikan
Surat Teguran Penyampaian SPTPD, maka akan dilakukan
pemeriksaan untuk dilakukan penetapan secara jabatan.

Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16
Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dapat dikenakan
sanksi administratif berupa denda.
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap
SPTPD.
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar

(force majeure).

Bagian Kedua
Pembetulan SPTPD

Pasal 17
Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD
yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis
sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan
paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan
SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan
sanksi administratif berupa bunga.
Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif
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berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak
yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran
sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung
penuh I (satu) bulan.

Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3}, tidak
dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang

kurang dibayar.

Bagian Ketiga
Penelitian SPTPD

Pasal 18
Kepala Bapenda melalui Bidang terkait melakukan Penelitian atas
SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (6).
Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran
dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi
lainnya.
Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar, Kepala Bapenda melalui Bidang terkait
menerbitkan STPD.

STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah
kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi
administratif berupa bunga scbesar 1% (satu persen) per bulan dari
jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya
Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau
Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
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Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak
sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Bapenda melalui Bidang terkait

melakukan Pemeriksaan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 19
Pengawasan dilakukan sebagai upaya pembinaan terhadap Wajib
Pajak dalam rangka mewujudkan kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
hal:
a. kepatuhan pembayaran Pajak MBLB; dan
b. kepatuhan pelaporan Pajak MBLB.
Pengawasan dapat dilakukan melalui monitoring aplikasi
pengelolaan Pajak.
Pengawasan dalam bentuk peninjauan lapangan dapat dilakukan

sebagai tindak lanjut hasil monitoring aplikasi dan/atau informasi.

BAB VIII
PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Pajak.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
hal:

a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi

kelebihan pembayaran Pajak;
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terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan

bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau

c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan

berdasarkan analisis risiko.

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling sedikit untuk:

a.
b.
c.
d.

c.

pemberian NPWPD secara jabatan;

penghapusan NPWPD;

penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau

pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang

berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 21

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:

a.

d.

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan;

memberikan kesempatan untuk mengakses aplikasi yang
digunakan; dan/atau

memberikan keterangan yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan hak Wajib Pajak yang diperiksa

paling sedikit:

a.

meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada
pemeriksa;

meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan
tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;dan

menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan

tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
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(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara

jabatan.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban

Perpajakan

Paragraf 1
Ruang Lingkup

Pasal 22
Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dapat meliputi 1 (satu), beberapa atau seluruh
jenis pajak, baik untuk 1 (satu) atau beberapa Masa Pajak, bagian Tahun
Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun sebelumnya maupun tahun
berjalan.

Paragraf 2
Kriteria
Pasal 23
(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a,
dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak;
b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan
bahwa pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; dan
c. Wajib Pajak yang melakukan penghitungan sendiri, yang terpilih
untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.
(2) Data konkret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
a. data perpajakan terkait dengan Wajib Pajak yang tidak
menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari
setelah berakhirnya masa pajak dan setelah ditegur secara
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tertulis SPTPD tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran; atau
b. bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan
untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan
Wajib Pajak atas:
a. Kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; atau

b. Kepatuhan dalam melunasi Utang Pajak.

Paragraf 3
Jenis Pemeriksaan
Pasal 24

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan

dan/atau Pemeriksaan Kantor.,

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf

a dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, dalam hal permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran tersebut diajukan oleh Wajib

Pajak yang memenuhi persyaratan:

a. Kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan jenis pajak yang
diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun pajak;

b. Kepatuhan dalam melunasi semua jenis Utang Pajak; atau

c. Kebenaran surat pemberitahuan untuk Masa Pajak, bagian
Tahun Pajak dan tahun-tahun Pajak sebelumnya.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf

b dilakukan dengan:

a. Pemeriksaan Kantor dalam hal ruang lingkup Pemeriksaan hanya
dilakukan terhadap keterangan lain berupa data konkret; atau

b. Pemeriksaan Lapangan dalam hal ruang lingkup Pemeriksaan
dilakukan tidak terbatas hanya terhadap keterangan lain berupa
data konkret.

Data konkret sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan data

riil sesuai fakta yang ada pada suatu waktu tertentu belum

dilaporkan dalam mengandung pendapat.
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Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) huruf ¢ dan huruf e, dilakukan dengan jenis Pemeriksaan
Kantor.

Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) huruf d, dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) huruf f, dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor dan

Lapangan.

Paragraf 4

Standar Pemeriksaan

Pasal 25
Standar Pemeriksaan digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan
yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam
melaksanakan Pemeriksaan.
Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Standar Umum Pemeriksaan;
b. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan; dan

¢. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 26
Standar Umum Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat {2) huruf a merupakan standar yang bersifat pribadi dan
berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa.
Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berijazah paling rendah pendidikan sekolah menengah umuimn
atau sederajat.
b. berpangkat paling rendah Pengatur Muda/Golongan II/a;
¢. telah mendapat pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang
cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa;
d. cermat dan seksama dalam menggunakan keterampilannya;
e. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa

mengutamakan kepentingan negara; dan
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f. taat terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan di
bidang perpajakan.

Bupati wajib menunjuk PNS sebagai Pemeriksa di lingkungan
Pemerintah Daerah untuk membantu Bupati dalam menjalankan
wewenangnya).

Apabila Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum
dapat dipenuhi, Kepala Daerah dapat menunjuk tenaga ahli yang
mempunyai kompetensi di bidang pemeriksaan Pajak Daerah
sebagai Pemeriksa sampai dengan dipenuhinya persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

Standar pelaksanaan Pemeriksaan meliputi:

a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang

baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit memuat:

1.

Kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak dengan

ketentuan:

a) mempelajari profil Wajib Pajak;

b)] menganalisis data keuangan Wajib Pajak; dan

¢) mempelajari data lain yang relevan, baik dari Bapenda maupun
dari Pihak Ketiga;

Menyusun Rencana Pemeriksaan (Audit Plan), dengan ketentuan:

a) rencana Pemeriksaan (Audit Plan) disusun oleh Supervisor;

b) rencana Pemeriksaan disusun berdasarkan identifikasi masalah
yang dilakukan Supervisor atas data Wajib Pajak yang telah
dikumpulkan dan dipelajari atau adanya kebijakan Kepala
Bapenda;

¢) rencana Pemeriksaan (Audit Plan) harus ditelaah dan dapat
persetujuan dari Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk
sebelum surat perintah diterbitkan;

d) rencana Pemeriksaan (Audit Plan) dapat dilakukan perubahan
jika Pemeriksa menemukan kondisi yang berbeda saat
melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dengan kondisi
awal yang dijadikan pertimbangan saat membuat Rencana

Pemeriksaan;
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e) perubahan Rencana Pemeriksaan (Audit Plan) dapat disetujui
atau ditolak berdasarkan pertimbangan Kepala Bapenda atau
Pejabat yang ditunjuk; dan

f) perubahan Rencana Pemeriksaan (Audit Plan) harus

- memperhatikan jangka waktu Pemeriksaan;
3. Menyusun Program Pemeriksaan (Audit Program) dengan ketentuan:

a) program Pemeriksaan (Audit Program) disusun oleh Supervisor
dan dibantu oleh Ketua Tim berdasarkan Rencana Pemeriksaan
(Audit Plan);

b) program Pemeriksaan (Audit Program} paling sedikit menyatakan
Metode Pemeriksaan, Teknik Pemeriksaan, Prosedur
Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa, serta buku,
catatan, dan dokumen yang diperlukan,;

¢) dalam hal terdapat perubahan Rencana Pemeriksaan (Audit Plan)
berupa penambahan pos yang akan diperiksa, maka harus
dibuat perubahan Program Pemeriksaan (Audit Program);

d) kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk menandatangani
Program Pemeriksaan (Audit Program) untuk mengetahui apakah
Program Pemeriksaan yang dibuat sesuai dengan pos-pos yang
akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam Rencana
Pemeriksaan {Audit Plan) dan perubahannya; dan

e) program Pemeriksaan (Audit Program) harus memuat rencana
Program Pemeriksaan (Audit Program) dan realisasi Program
Pemeriksaan (Audit Program);

4. Mendapat pengawasan yang seksama.

b. pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan
metode dan .teknik Pemeriksaan sesuai dengan Program Pemeriksaan
(Audit Program) yang telah disusun,;

c. temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten
yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan;

d. pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa yang terdiri dari 1 (satu)
orang Supervisor, 1 (satu) orang Ketua tim dan 1 (satu) orang atau
lebih anggota tim dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat

merangkap sebagai anggota tim;
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. tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat dibantu

oleh 1 (satu) orang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik
yang berasal dari instansi di luar Pemerintah Daerah sebagai tenaga
ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi dan
pengacara;

apabila diperlukan, Pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-
sama dengan tim Pemeriksa dari instansi lain;

pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor
dan/atau Pemeriksaan Lapangan;

pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan
dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan

pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

Pasal 28

KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i disusun oleh

Pemeriksa dan berfungsi sebagai:

a. bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai Standar
Pelaksanaan Pemeriksaan;

b. bahan dalam melakukan PAHP dengan Wajib Pajak mengenai
temuan hasil Pemeriksaan;

c. dasar pembuatan LHP;

d. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau
banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan

e. referensi untuk Pemeriksaan berikutnya.

KKP harus memberikan gambaran mengenai:

prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan;

data, keterangan dan/atau bukti yang diperoleh;

pengujian yang telah dilakukan; dan

po oo P

simpulan dan hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan
dengan Pemeriksaan.

KKP harus ditelaah Supervisor untuk meyakini bahwa:

a. Pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan Rencana

Pemeriksaan dan Perubahannya; dan
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b. pemilihan Metode Pemeriksaan, Teknik Pemeriksaan, Prosedur
Pemeriksaan, penghitungan matematis koreksi, dan dasar
hukum Kkoreksi telah dilakukan sesuai dengan Ketentuan
perundang-undangan bidang perpajakan.

(4) KKP harus diparaf oleh pembuat dan Supervisor.

Pasal 29
(1) Standar pelaporan hasil Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk LHP,
yang disusun secara ringkas dan jelas serta memuat:

a. ruang lingkup atau pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan
Pemeriksaan;

b. simpulan Pemeriksa yang didukung temuan yang kuat tentang
ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan
perundang-undangan bidang perpajakan; dan

c. memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan
pemeriksaan.

(2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
penugasan Pemeriksaan;

identitas Wajib Pajak;

pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;

pemenuhan kewajiban perpajakan;

data/informasi yang tersedia;

buku dan dokumen yang dipinjam;

materi yang diperiksa;

F R ™0 a0 o op

. uraian hasil Pemeriksaan;

ikhtisar hasil Pemeriksaan;
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j. penghitungan pajak terutang; dan
k. simpulan dan usulan Pemeriksa.
(3) LHP disusun dan ditandatangani oleh tim Pemeriksa.
(4) LHP ditandatangani oleh Kepala Bapenda atau Pejabat yang
ditunjuk untuk mengetahui apakah:
a. pos yang diperiksa telah sesuai dengan rencana pemeriksaan
(Audit Plan) dan perubahannya; dan/atau
b. dasar hukum koreksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan perpajakan.
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Paragraf 5
Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa

Pasal 30

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan, kewajiban Pemeriksa:

a.

menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan

kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan

jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka

Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan

jenis Pemeriksaan Kantor;

memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan Surat perintah

kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;

memperlihatkan surat perubahan tim Pemeriksa kepada Wajib

Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa mengalami

perubahan;

melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka

memberikan penjelasan mengenai:

1. alasan dan tujuan Pemeriksaan;

2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah
pelaksanaan Pemeriksaan; dan

3. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku,
catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan
atau pencatatan dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari
Wajib Pajak;

menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada

huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;

menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;

memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam rangka

PAHP pada waktu yang telah ditentukan;

menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran

secara tertulis;
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j- mengembalikan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi

dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang
dipinjam dari Wajib Pajak; dan
k. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib
Pajak dalam rangka Pemeriksaan.
Pemeriksa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Kecuali telah melakukan pemeriksaan yang telah sesuai dengan
standar Pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati
ini dan dilaksanakan berdasarkan itikad baik serta sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,
Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan

sanksi.

Pasal 31

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan

Lapangan, kewenangan Pemeriksa:

a. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan
dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pgjak atau
objek yang terutang Pajak;

b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara
elektronik;

c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak
dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga
digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang
dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas
Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak;

d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna

kelancaran Pemeriksaan;
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e. melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang
bergerak dan/atau tidak bergerak;

f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
dan

g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak
Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang
diperiksa.

(2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor,
kewenangan Pemeriksa:

a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor di lingkungan
Pemerintah Daerah dengan menggunakan Surat Panggilan
Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;

b. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan
dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan .yang
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau
objek Pajak yang terutang pajak;

c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna
kelancaran Pemeriksaan;

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;

e. meminjam laporan hasil audit dan/atau KKP yang dibuat oleh
akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan

f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak
ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang
diperiksa.

Paragraf 6
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 32
Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan, hak Wajib Pajak:

a. meminta kepada Pemeriksa untuk:
1. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2;
2. memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam

hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan,;
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3. memperlihatkan surat perubahan tim Pemeriksa dalam hal

susunan keanggotaan tim Pemeriksa mengalami perubahan;

4. memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan.
menerima SPHP;

menghadiri PAHP pada waktu yang telah ditentukan; dan

memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan

oleh Pemeriksa melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 33

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan

Lapangan, kewajiban Wajib Pajak:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, -catatan
dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas
Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau
mengunduh data yang dikelola secara elektronik;

c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa
tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak
yvang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan
Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,
dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi
petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,
pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak
serta meminjamkannya kepada Pemeriksa;

d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;

e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan

f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor,

kewajiban Wajib Pajak:

a. memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan sesuai

dengan waktu yang ditentukan;
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b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan Dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain
termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan
usaha Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak;

c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan,;

d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP;

e. meminjamkan laporan hasil audit dan/atau KKP yang dibuat
oleh akuntan publik; dan

f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Paragraf 7
Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 34
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dilakukan dalam jangka waktu Pemeriksaan yang
meliputi:
a. jangka waktu pengujian; dan
b. jangka waktu PAHP dan pelaporan.
Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan
Lapangan, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf a paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib
Pajak, wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah
dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal SPHP disampaikan
kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga
yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor,
jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal Wajib Pajak,
wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang
telah dewasa dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan
Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal SPHP
disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai atau
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
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Jangka waktu PAHP dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan, yang dihitung sejak
tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa,
pegawai atau anggota yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai
dengan tanggal LHP.

Jangka waktu PAHP sampai dengan ditetapkan LHP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan yang
dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil,
kuasa, pegawai atau anggota yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Pasal 35

Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dapat diperpanjang untuk jangka

waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

a. Pemeriksaan Lapangan diperluas ke Masa Pajak, bagian Tahun
Pajak atau Tahun Pajak lainnya;

b. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan
kepada Pihak Ketiga;

c. ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan meliputi seluruh jenis
Pajak; dan/atau

d. berdasarkan pertimbangan Kepala Bapenda.

Pasal 36
Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dapat diperpanjang untuk jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan.
Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
a. pemeriksaan kantor diperluas ke Masa Pajak, bagian Tahun
Pajak atau Tahun Pajak lainnya;
b. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan
kepada Pihak Ketiga;
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c. ruang lingkup Pemeriksaan Kantor meliputi seluruh jenis 'Pajak;
dan/atau
d. berdasarkan pertimbangan Kepala Bapenda.

Pasal 37
Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan
Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) atau
Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1),
Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk harus menyampaikan
pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian dimaksud secara
tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 38

(1} Apabila jangka waktu perpanjangan pengujian Pemeriksaan
Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) atau
perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Kantor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) telah berakhir, SPHP harus
disampaikan kepada Wajib Pajak.

(2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan karena Wajib Pajak mengajukan
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 harus
memperhatikan  jangka  waktu  penyelesaian  permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Paragraf 8
Penyelesaian Pemeriksaan

Pasal 39
Penyelesaian Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan

cara:

a. menghentikan Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir; atau
b. membuat LHP sebagai dasar penerbitan surat ketetapan Pajak
dan/atau STPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.
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Pasal 40

Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah

dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa:

1. tidak ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan; atau

2. tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 3 (tiga)

bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan

Kantor diterbitkan.

b. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor ditangguhkan

karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara

terbuka dan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka tersebut:

1. tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak

mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya dengan disertai

pelunasan kewajiban perpajakannya;

2. tidak dilanjutkan dengan penyidikan tetapi diselesaikan dengan

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar; atau

3. dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan

karena Wajib Pajak melunasi kewajiban perpajakannya.

¢. Pemeriksaan Ulang yang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas

jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan Pajak

sebelumnya; atau

d. terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Kepala Bapenda

(1)

atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 41

Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, dilakukan dalam hal:

a.

Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang
telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan
ditemukan atau memenuhi panggilan Pemeriksaan dan
Pemeriksaan dapat diselesaikan dalam jangka waktu
Pemeriksaan. |

Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang
telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan
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ditemukan atau memenuhi panggilan Pemeriksaan dan pengujian

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan belum dapat

diselesaikan sampai dengan.

1. berakhirnya  perpanjangan jangka waktu pengujian
Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (1); atau

2. berakhirnya perpanjangan jangka waktu  pengujian
Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (1).

. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa Wajib Pajak yang dilakukan

Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dengan

Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

3 huruf a tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka

waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka

Pemeriksaan Kantor diterbitkan;

. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang

ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti

Permulaan secara terbuka dan Pemeriksaan Bukti Permulaan

secara terbuka tersebut:

1. dihentikan karena Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka meninggal
dunia;

2. dihentikan karena tidak ditemukan bukti permulaan tindak
pidana di bidang perpajakan;

3. dilanjutkan dengan penyidikan namun penyidikannya
dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, perbuatan
Wajib Pajak bukan merupakan tindak pidana perpajakan,
peristiwanya telah daluwarsa atau tersangka meninggal dunia;
atau

4. dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah
terdapat Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana di
bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima

oleh Kepala Daerah atau oleh Pejabat yang ditunjuk;
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e. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang
ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai
tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dan
penyidikan tersebut:

1. dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, perbuatan
Wajib Pajak bukan merupakan tindak pidana perpajakan,
peristiwanya telah daluwarsa atau tersangka meninggal dunia;

atau

2. dilanjutkan dengan penuntutan serta telah terdapat Putusan
Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Putusan
Pengadilan tersebut telah diterima oleh Kepala Daerah atau
oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang pengujiannya

belum diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

harus diselesaikan dengan menyampaikan SPHP dalam jangka

waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya:

a. perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1); atau

b. perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);

dan dilanjutkan tahapan Pemeriksaan sampai dengan pembuatan

LHP.

Apabila Wajib Pajak, wakil atau kuasa Wajib Pajak yang dilakukan
Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dengan
Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3)
huruf a tidak memenuht panggilan Pemeriksaan, harus diselesaikan
dengan menyampaikan SPHP dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) bulan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.



(1)

(2)

(2)

(3)

(4)

- 45 -

Pasal 42

Pemeriksaan yang dihentikan dengan membuat LHP Sumir kareria
Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, dapat
dilakukan Pemeriksaan kembali apabila di kemudian hari Wajib
Pajak ditemukan. )

Pajak terutang atas hasil Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang
tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, ditetapkan

secara jabatan.

Paragraf 9

SP2 dan Surat yang Berisi Perubahan Tim Pemeriksa

Pasal 43
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dilakukan oleh Pemeriksa yang tergabung dalam suatu
tim Pemeriksa berdasarkan SP2.
Sp2 sebagajmana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala
Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk untuk satu atau beberapa
Masa Pajak dalam suatu bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak
yang sama atau untuk satu bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak
terhadap satu Wajib Pajak.
Dalam hal susunan tim Pemeriksa diubah, Kepala Bapenda atau
Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan surat perubahan tim
Pemeriksa.
Dalam hal tim Pemeriksa dibantu oleh tenaga ahli sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, tenaga ahli tersebut bertugas
berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda atau
Pejabat yang ditunjuk.
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Paragraf 10
Pemberitahuan dan Panggilan Pemeriksaan dan
Pertemuan dengan Wajib Pajak

Pasal 44

Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Pemeriksaan Lapangan,
kewajiban Pemeriksa memberitahukan Kkepada Wajib Pajak
mengenai dilakukannya = Pemeriksaan Lapangan dengan
menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.

Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor,
kewajiban Pemeriksa memberitahukan kepada Wajib Pajak
mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dengan menyampaikan
Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau Surat Panggilan Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterbitkan untuk jenis Pajak, Masa Pajak, bagian Tahun Pajak,

atau Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam SP2.

Pasal 45
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dapat disampaikan secara
langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya Pemeriksaan
Lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti
pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti
pengiriman.
Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan Wajib Pajak tidak berada di tempat, Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan kepada:
a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau
b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu:

1. pegawai dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa dapat
mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan
terhadap Wajib Pajak Badan;

2. anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang
menurut Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal
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Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi;
atau
3. pihak selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka
2 yang dapat mewakili Wajib Pajak.
Dalam hal wakil atau kuasa dari Wajib Pajak atau pihak yang dapat
mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dapat ditemui, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau jasa
pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman sehingga surat
pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap telah disampaikan
dan Pemeriksaan Lapangan telah dimulai.
Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) disampaikan melalui faksimili,
pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya

dengan bukti pengiriman.

Pasal 46
Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan, kewajiban Pemeriksa melakukan
pertemuan dengan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d.
Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat
dilakukan dengan wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
Dalam hal Pemeriksaan Lapangan, pertemuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan setelah Pemeriksa
menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.
Dalam hal Pemeriksaan Kantor, pertemuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan pada saat Wajib Pajak, wakil,
atau kuasa dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan
Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
Setelah melakukan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
atau ayat (2), kewajiban Pemeriksa membuat berita acara hasil
pertemuan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan Wajib Pajak,
wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak

menandatangani berita acara hasil pertemuan sebagaimana
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dimaksud pada ayat (5), Pemeriksa membuat catatan mengenai
penolakan tersebut pada berita acara hasil pertemuan.

Dalam hal Pemeriksa telah menandatangani berita acara hasil
pertemuan dan membuat catatan mengenai  penolakan
penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2)

dianggap telah dilaksanakan

Paragraf 11
Peminjaman Dokumen
Pasal 47

Pemeriksa dapat melakukan peminjaman Dokumen kepada Wajib

Pajak dalam rangka Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan

Kantor.

Peminjaman dokumen untuk jenis Pemeriksaan Lapangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola
secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan
diperoleh/ditemukan pada saat itu juga dan Pemeriksa membuat
bukti peminjaman dan pengembalian bukti, catatan dan
dokumen;

b. dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen serta keterangan
lain yang diperlukan belum ditemukan atau diberikan oleh Wajib
Pajak pada saat pelaksanaan Pemeriksaan, Pemeriksa membuat
surat permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen yang
dilampiri dengan daftar buku, catatan dan/atau dokumen yang
wajib harus dipinjamkan;

c. data yang dikelola secara elektronik dan telah diunduh
Pemeriksa, wajib dibuat Berita Acara Pengambilan Data
Elektronik; dan

d. dalam hal mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola
secara elektronik diperlukan peralatan dan/atau keahlian
khusus, Pemeriksa dapat meminta bantuan kepada:

1. Wajib Pajak untuk menyediakan tenaga, dan/atau peralatan

atas biaya Wajib Pajak; atau
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2. Seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang
berasal dari Bapenda maupun yang berasal luar Bapenda.

Peminjaman dokumen untuk jenis Pemeriksaan Kantor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. daftar buku, catatan dan/atau dokumen termasuk data yang
dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan
oleh Pemeriksa harus dilampirkan pada Surat Panggilan;

b. buku, catatan dan/atau dokumen termasuk data yang dikelola
secara elektronik serta keterangan lain, wajib dipinjamkan pada
saat Wajib Pajak memenuhi panggilan dan dibuat bukti
peminjaman dan pengembalian; dan

c. dalam hal buku, catatan dan/atau dokumen termasuk data yang
dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan
belum tercantum dalam lampiran Surat Panggilan, Pemeriksa
membuat surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan
dokumen;

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib

harus diserahkan kepada Pemeriksa paling lama 7 (tujuh) hari

kalender sejak surat permintaan peminjaman Dokumen
disampaikan.

Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam berupa

fotokopi dan/atau berupa data yang dikelola secara elektronik,

Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa

fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang

dipinjarmnkan kepada Pemeriksa adalah sesuai dengan aslinya.

Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen termasuk data yang

dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang dipinjam belum

dipenuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) Pemeriksa dapat menyampaikan peringatan
secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali, yaitu:

a. surat peringatan pertama setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak
tanggal penyampaian surat permintaan peminjaman dokumen;
dan/atau

b. surat peringatan kedua setelah 3 (tiga) hari kalender sejak

tanggal surat peringatan pertama disampaikan.
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Setiap surat peringatan yang disampaikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), harus dilampiri dengan daftar buku, catatan, dan

dokumen yang belum dipinjamkan.

Pasal 48

Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang
dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh
Pemeriksa tidak dimiliki atau tidak dikuasai oleh Wajib Pajak, Wajib
Pajak harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa
buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola
secara elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh Pemeriksa
tidak dimiliki atau tidak dikuasai oleh Wajib Pajak.

Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola
secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi
kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar
pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak

dengan menyediakan ruangan kKhusus.

Pasal 49

Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (4) terlampaui dan Wajib Pajak tidak atau tidak
sepenuhnya meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen,
termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain
yang diminta, Pemeriksa harus membuat berita acara tidak
dipenuhinya permintaan peminjaman buku, catatan, dan/atau
dokumen dengan dilampiri rincian daftar buku, catatan, dan/atau
dokumen yang wajib dipinjamkan namun belum diserahkan oleh
Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak telah meminjamkan seluruh buku, catatan,
dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik
serta keterangan lain yang diminta, Pemeriksa harus membuat
berita acara pemenuhan seluruh peminjaman buku, catatan

dan/atau dokumen.
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Pasal 50

Dalam hal Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan

buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola

secara eclektronik serta keterangan lain yang diminta berdasarkan

berita acara tidak dipenuhinya permintaan peminjaman buku,

catatan, dan dokumen atau Wajib Pajak telah memenuhi seluruhnya

namun Pemeriksa masih meragukan kebenarannya, Pemeriksa

dapat mencari data dengan cara melakukan:

a. peminjaman atau meminta keterangan data perpajakan atau data

lain yang berhubungan dengan kegiatan Wajib Pajak kepada

Instansi yang berwenang;

b. pemeriksaan kas (cash opname), dengan tahapan sebagai berikut:

1.
2.

melakukan pencatatan omzet di lokasi usaha Wajib Pajak;
dilakukan paling sedikit 5 (lima) kali kunjung dengan waktu

dan hari yang berbeda; dan

. menghitung omzet rata-rata per hari menggunakan data yang

diperoleh berdasarkan pengamatan sebagaimana dimaksud
pada angka 1 yang dituangkan dalam berita acara kas

opname (cash opname);

c. pengamatan langsung secara diam-diam (silent operation),

dengan tahapan sebagai berikut:

1.

melakukan pengamatan langsung secara diam-diam (silent

operation) di lokasi usaha Wajib Pajak;

. dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali kunjungan pada

waktu dan hari yang berbeda;

melakukan pencatatan sekurang-kurangnya jumlah meja dan
kursi, jumlah kamar, jumlah tamu saat kunjungan, bukti bill
pembayaran, harga rata-rata pada menu dan/atau variabel

lainnya pada Objek Pajak;

. petugas Pajak diwajibkan datang langsung ke lokasi objek

Pajak saat ramai dan sepi dalam rangka menentukan tingkat

kunjungan; dan

. menghitung omzet berdasarkan data yang diperoleh dari

pengamatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, yaitu
dengan menghitung rata-rata jumlah pengunjung dan rata-

rata jumlah pembayaran per pengunjung yang dituangkan
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dalam bentuk Kepatuhan Kelayakan Omzet (KKO) dan laporan

hasil pengamatan langsung secara diam-diam (silent operation).

d. berdasarkan data pembanding (benchmarking], dengan tahapan
sebagai berikut:

1. membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi
usaha sejenis atau sekelas, antara lain fasilitas, kapasitas,
klasifikasi lokasi usaha dan lain-lain secara proporsional;

2. sumber data pembanding sebagaimana dimaksud pada angka
1, dapat diperoleh melalui:

a) data yang ada pada Bapenda

b) media massa, baik cetak maupun elektronik; dan/atau

c) pemanfaatan data pihak ketiga, seperti data Notaris/PPAT
yang diperoleh dari laporan bulanan Notaris/PPAT, data
IMB/SIUP/TDP yang diperoleh dari pemerintah setempat,
data Asosiasi/gabungan usaha, dan lain-lain;

3. mempertimbangkan faktor-faktor penambah sesuai kondisi
dalam pembanding (benchmarking); dan

4. membuat laporan analisis pembanding (benchmarking).

Dalam hal Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan
buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola
secara elektronik serta keterangan lain yang diminta berdasarkan
berita acara tidak dipenuhinya permintaan peminjaman buku,
catatan, dan/atau dokumen serta hanya diperoleh dari sumber
keterangan atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
Pemeriksa harus menentukan dapat atau tidaknya melakukan
pengujian dalam rangka menghitung besarnya pajak terutang
berdasarkan bukti kompeten yang cukup sesuai standar
pelaksanaan Pemeriksaan.

Data yang diperoleh melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dipergunakan sebagai dasar melakukan penetapan Pajak secara
jabatan dengan mempertimbangkan variabel, antara lain analisis
biaya berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pihak Ketiga,
tingkat inflasi, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
dan/atau Growth Trend berdasarkan data dari Badan Pusat
Statistik.
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Dalam hal Pemeriksa tidak dapat melakukan pengujian dalam
rangka menghitung besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2}, pajak terutang dapat dihitung secara jabatan sesuai
dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan bidang

perpajakan.

Paragraf 12
Penyegelan

Pasal 51

Pemeriksa berwenang melakukan Penyegelan untuk memperoleh

atau mengamankan Dokumen dan benda-benda lain yang dapat

memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

Wajib Pajak agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan,

diubah, dirusak, ditukar atau dipalsukan.

Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila

pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan:

a. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tidak memberi
kesempatan kepada Pemeriksa untuk memasuki tempat atau
ruang serta memeriksa barang bergerak dan/atau tidak bergerak,
yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan
Dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang
dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online
yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha Wajib
Pajak; '

b. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak
memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain
berupa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa untuk
mengakses data yang dikelola secara elektronik atau membuka
barang bergerak dan/atau tidak bergerak;

c. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tidak berada di
tempat dan tidak ada pegawai atau anggota keluarga yang telah
dewasa dari Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk
bertindak selaku pihak yang mewakili Wajib Pajak, sehingga
diperltukan upaya  pengamanan  Pemeriksaan  sebelum

Pemeriksaan ditunda; dan/atau
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d. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tidak berada di
tempat dan pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa
dari Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak
selaku pihak yang mewakili Wajib Pajak menolak memberi

bantuan guna kelancaran Pemeriksaan.

Pasal 52

Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)

dilakukan dengan menggunakan tanda segel.

Penyegelan dilakukan oleh Pemeriksa dengan disaksikan oleh paling

sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota tim

Pemeriksa.

Dalam melakukan Penyegelan, Pemeriksa wajib membuat berita

acara Penyegelan.

Berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat

dan ditandatangani oleh Pemeriksa dan 2 (dua} orang saksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat

2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk Pemeriksa dan 1 (satu)

rangkap untuk diserahkan Kkepada Wajib Pajak, wakil, kuasa,

pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak

menandatangani berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), Pemeriksa membuat catatan tentang penolakan
tersebut dalam berita acara Penyegelan.

Dalam melaksanakan Penyegelan, Pemeriksa dapat berkoordinasi

dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Satuan

Polisi Pamong Praja.

Pasal 53

Pembukaan segel dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pihak yang dapat mewakili Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a
dan huruf b, telah memberi izin kepada Pemeriksa untuk
membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak
atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau telah memberi

bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
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b. berdasarkan pertimbangan Pemeriksa, Penyegelan tidak
diperlukan lagi; dan/atau

c. terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan
penyidikan tindak pidana.

Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa dengan

disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa selain

anggota tim Pemeriksa.

Dalam keadaan tertentu, pembukaan segel dapat dibantu oleh

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Satuan Polisi

Pamong Praja.

Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk melakukan

Penyegelan rusak atau hilang, Pemeriksa harus membuat berita

acara mengenai kerusakan atau kehilangan dan melaporkannya

kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam melakukan pembukaan segel, Pemeriksa membuat berita

acara pembukaan segel yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan

saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak

menandatangani berita acara pembukaan segel sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), Pemeriksa membuat catatan tentang

penolakan tersebut dalam berita acara pembukaan segel.

Berita acara pembukaan segel dibuat 2 (dua) rangkap, 1 (satuj

rangkap untuk Pemeriksa dan 1 (satu) rangkap untuk diserahkan

kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga

yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Pasal 54
Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
Penyegelan atau jangka waktu lain dengan mempertimbangkan
tujuan Penyegelan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
tetap tidak membern izin kepada Pemeriksa untuk membuka atau
memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak
bergerak yang disegel, dan/atau tidak memberikan bantuan guna
kelancaran Pemeriksaan, Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan

Pemeriksaan.
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Dalam hal Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak, wakil, atau
kuasa dari Wajib Pajak wajib menandatangani surat pernyataan
penolakan Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak
menandatangani surat pernyataan penolakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa membuat dan menandatangani

berita acara mengenai penolakan tersebut.

Paragraf 13
Penolakan Pemeriksaan

Pasal 55 »

Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang

dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan menyatakan menolak untuk
dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak menerima Surat

Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak, wakil, atau

kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan

penolakan Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak

menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan

scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat berita
acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim

Pemeriksa.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak tidak ada

di tempat, maka:

a. Pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang terdapat pegawai
atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang
dapat dan mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak,
terbatas untuk hal yang berada dalam kewenangannya; atau

b. Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan
berikutnya.
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Untuk keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum dilakukan
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pemeriksa
dapat melakukan Penyegelan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51
ayat (1).

Apabila setelah dilakukan Penyegelan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Wajib Pajak, wakil,
atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak berada di tempat dan/atau
tidak memberi izin kepada Pemeriksa untuk membuka atau
memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak
bergerak, dan/atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan, Pemeriksa meminta kepada pegawai atau anggota
keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak untuk membantu
kelancaran Pemeriksaan.

Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menolak untuk
membantu kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa meminta pegawai
atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak untuk
menandatangani surat penolakan membantu  kelancaran
Pemeriksaan.

Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari
Wajib Péjak menolak untuk menandatangani surat penolakan
membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), Pemeriksa membuat berita acara penolakan membantu

kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 56
Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang
dilakukan Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan memenuhi Surat Panggilan
Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor namun menyatakan menolak
untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan

Pemeriksaan.
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Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak
menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat berita
acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim
Pemeriksaan.

Apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat
Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada
Wajib Pajak dan surat panggilan tersebut tidak dikembalikan oleh
pos atau jasa pengiriman lainnya dan Wajib Pajak tidak memenuhi
panggilan Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa membuat berita acara
tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak yang

ditandatangani oleh tim Pemeriksa

Pasal 57

Pemeriksa dapat melakukan penetapan Pajak secara jabatan berdasarkan:

a. surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud

(1)

dalam Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (1) atau Pasal 56 ayat (1);

berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (2) atau Pasal 56 ayat (2);

berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3);

surat penolakan membantu Kkelancaran Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6); atau

berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (7).

Paragraf 14
Penjelasan Wajib Pajak dan Permintaan

Keterangan kepada Pihak Ketiga

Pasal 58
Untuk memperoleh penjelasan lebih rinci, Pemeriksa melalui Kepala
Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat memanggil Wajib Pajak,
wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang
telah dewasa dari Wajib Pajak dengan penyampaian surat panggilan.
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Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan
Lapangan, penjelasan lebih rinci sebagaimana dimaksud pada pada
ayat (1) dapat dilakukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di
tempat Wajib Pajak.

Penjelasan lebih rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau
ayat (2) yang diberikan kepada Pemeriksa, dituangkan dalam berita
acara mengenai pemberian penjelasan Wajib Pajak yang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil, kuasa
dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa
dari Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak menolak
menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pemeriksa membuat catatan penolakan tersebut dalam berita acara

dimaksud.

Pasal 59
Pemeriksa melalui Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk,

dapat meminta keterangan dan/atau bukti kepada Pihak Ketiga

" secara tertulis.

Surat permintaan keterangan dan/atau bukti oleh Kepala Bapenda
atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memuat:

a. identitas Wajib Pajak;

b. keterangan atau bukti yang diminta; dan

c. maksud dilakukannya permintaan keterangan atau bukti.

Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memberikan keterangan dan/atau bukti paling lama 3 (tiga) hari
kerja setelah diterimanya surat permintaan keterangan dan/atau
bukti.

Dalam hal Pihak Ketiga memerlukan izin dari pihak yang berwenang,
jangka waktu pemberian keterangan dan/atau bukti paling lama 3
(tiga) hari kerja setelah diterimanya surat izin dari pihak yang

berwenang.
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Dalam hal permintaan keterangan dan/atau bukti tidak dipenuhi
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4) Pemeriksa segera menyampaikan surat peringatan.

Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1} wajib
memberikan keterangan atau bukti paling lama 3 (tiga) hari kerja
setelah diterimanya surat peringatan.

Dalam hal permintaan dalam surat peringatan tidak dipenuhi dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemeriksa
membuat berita acara tidak dipenuhi permintaan keterangan
dan/atau bukti dari Pihak Ketiga.

Paragraf 15
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Pasal 60
Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui
penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil
Pemeriksaan.
SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa secara langsung atau
melalui faksimili, surat elektronik, pos atau jasa pengirimém lainnya
dengan bukti pengiriman.
Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak,
wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima SPHP,
Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak harus
menandatangani surat penolakan menerima SPHP.
Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak
menandatangani surat penolakan menerima SPHP sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) Pemeriksa membuat berita acara penolakan

menerima SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.
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Dalam hal Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret
dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, penyampaian SPHP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyampaian

undangan tertulis untuk menghadiri PAHP.

Pasal 61
Wajib Pajak memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar
temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
ayat (1) dalam bentuk:
a. lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam hal
Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau
b. surat sanggahan dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui
sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan.
Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja
sejak tanggal diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui temuan hasil pemeriksaan,
tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
harus dilampirkan bukti pendukung.
Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu
penyampaian tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung
sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian
tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wajib Pajak harus
menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
Dalam hal Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret
dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, tanggapan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama pada saat Wajib
Pajak harus memenuhi undangan tertulis untuk menghadiri PAHP
dan Wajib Pajak tidak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu

penyampaian tanggapan tertulis.
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Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung atau melalui
faksimili, surat elektronik, pos atau jasa pengiriman lainnya dengan
bukti pengiriman.

Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas
SPHP, Pemeriksa membuat berita acara tidak disampaikannya

tanggapan tertulis atas SPHP yang ditandatangani oleh tim

Pemeriksa.

Pasal 62

Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil Pemeriksaan

yang tercantum dalam SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) kepada Wajib Pajak
harus diberikan hak hadir dalam PAHP.

Hak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui

penyampaian undangan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan

mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya PAHP.

Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan

kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari

kerja terhitung sejak:

a. diterimanya tanggapan tertulis atas SPHP dari Wajib Pajak sesuai
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)
atau ayat (4); atau

b. berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
61 ayat (4), dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan
tanggapan tertulis atas SPHP.

Apabila Pemeriksaan atas Kketerangan lain berupa data konkret

dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, undangan tertulis untuk
menghadiri PAHP disampaikan bersamaan dengan penyampaian

SPHP.,

Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan

oleh Pemeriksa secara langsung atau melalui faksimili, surat

elektronik, pos atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti

pengiriman.
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Pasal 63

Pemeriksa membuat risalah pembahasan dengan mendasarkan

pada lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan dan

membuat berita acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil
pembahasan akhir yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan

Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak dalam hal Wajib

Pajak:

a. menyampaikan lembar  pernyataan persetujuan hasil
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1)
huruf a; dan

b. hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat
(2)-

Pemeriksa membuat risalah pembahasan berdasarkan lembar

pernyataan  persetujuan hasil Pemeriksaan, berita acara

ketidakhadiran Wajib Pajak dalam PAHP dan berita acara PAHP
yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa dalam hal Wajib Pajak:

a. menyampaikan lembar  pernyataan  persetujuan hasil
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1)
huruf a; dan

b. tidak hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
ayat (2).

Pemeriksa harus melakukan PAHP dengan Wajib Pajak dengan

mendasarkan pada surat sanggahan dan menuangkan hasil

pembahasan  tersebut dalam risalah pembahasan yang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil atau
kuasa dari Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak:

a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 ayat (1) huruf b; dan

b. hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat
(2).

Pemeriksa membuat risalah pembahasan berdasarkan surat

sanggahan, berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam PAHP

dan berita acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil
pembahasan akhir yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dalam
hal Wajib Pajak:
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a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 ayat (1) hurufb; dan |

b. tidak hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
ayat (2).

(5} Pemeriksa tetap melakukan PAHP dengan Wajib Pajak dan
menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam risalah pembahasan,
yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil atau
kuasa dari Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak:

a. tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar
temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
61 ayat (1); dan

b. hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat
(2).

Pasal 64

Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak
menandatangani risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 ayat (3) atau ayat (5), Pemeriksa membuat catatan mengenai

penolakan tersebut.

Pasal 65

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas
SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 ayat (1) dan tidak hadir dalam PAHP pada hari dan
tanggal sesuai undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
ayat (1), PAHP dianggap telah dilakukan.

(2) Dalam hal PAHP dianggap telah dilakukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), berita acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil

pembahasan akhir ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 66

Pelaksanaan PAHP antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) atau ayat (5)  harus
mempertimbangkan jangka waktu PAHP dan pelaporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4).
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Pasal 67

Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3)

atau ayat (5) digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk membuat

berita acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 68
Dalam rangka menandatangani berita acara PAHP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63, Pemeriksa melalui Kepala Bapenda atau
Pejabat yang ditunjuk memanggil Wajib Pajak dengan mengirimkan
surat panggilan untuk menandatangani berita acara PAHP.
Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disampaikan secara langsung atau melalui faksimili, pos dengan
bukti pengiriman surat atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti
pengiriman.
Dalam hal surat panggilan disampaikan secara langsung dan Wajib
Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima
surat panggilan tersebut, Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib
Pajak harus menandatangani surat penolakan menerima surat
panggilan untuk menandatangani benita acara PAHP.
Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak
menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Pemeriksa membuat berita acara penolakan menerima
surat panggilan untuk menandatangani berita acara PAHP yang

ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 69

Wajib Pajak harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari
kerja setelah surat panggilan untuk menandatangani berita acara
PAHP diterima oleh Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak
memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat
(1), namun menolak menandatangani berita acara PAHP, Pemeriksa
membuat catatan mengenai penolakan penandatanganan pada
berita acara PAHP.
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Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), Pemeriksa membuat catatan

pada berita acara PAHP mengenali tidak dipenuhinya panggilan.

Paragraf 16
Pelaporan Hasil Pemeriksaan dan
Pengembalian Dokumen

Pasal 70

LHP disusun berdasarkan KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal

27.

Risalah pembahasan dan/atau berita acara PAHP, merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari LHP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pemeriksa

sebagai dasar untuk membuat nota penghitungan.

Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan

sebagai dasar penerbitan surat ketetapan Pajak atau STPD.

Pajak yang terutang dalam surat ketetapan Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dihitung sesuai dengan PAHP, kecuali:

a. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP tetapi
menyampaikan  lembar  pernyataan  persetujuan  hasil
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2),
Pajak yang terutang dihitung sesuai dengan lembar pernyataan
persetujuan hasil Pemeriksaan;

b. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP tetapi
menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (4), Pajak yang terutang dihitung berdasarkan
SPHP dengan jumlah yang tidak disetujui sesuai dengan surat
sanggahan Wajib Pajak;

c. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP dan tidak
menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65, Pajak yang terutang dihitung
berdasarkan SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat

(1) dan Wajib Pajak dianggap menyetujui hasil Pemeriksaan.
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Pasal 71

Dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan

menggunakan bukti peminjaman dan pengembalian Dokumen paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal LHP.

(1)

(2)

(3)

(4)

Paragraf 17
Pembatalan Hasil Pemeriksaan

Pasal 72
Surat ketetapan Pajak dari hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan
tanpa:
a. penyampaian SPHP; atau
b. PAHP.
dapat dibatalkan secara jabatan oleh Kepala Bapenda atau Pejabat

yang ditunjuk atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), proses Pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan
prosedur penyampaian SPHP dan/atau PAHP.

Prosedur penyampaian SPHP dan/atau pelaksanaan PAHP

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Dalam hal Pemeriksaan yang dilanjutkan dimaksud pada ayat (2)

terkait dengan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak,

dilanjutkan dengan penerbitan:

a. surat ketetapan Pajak sesuai dengan PAHP apabila jangka waktu
belum melampaui 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;

b. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf
a telah dilampaui, surat ketetapan pajak belum ditetapkan,
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
dianggap dikabulkan; atau |

c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sesuai dengan Surat
Pemberitahuan apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak

surat permohonan diterima.
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Dalam hal susunan keanggotaan tim Pemeriksa untuk melanjutkan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbeda dengan
susunan Kkeanggotaan tim Pemeriksa sebelumnya, Pemeriksaan
tersebut dilakukan setelah diterbitkan surat yang berisi perubahan

tim Pemeriksa.

Paragraf 18
Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat
Pemberitahuan Selama Pemeriksaan

Pasal 73

Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara
tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian SPTPD yang telah
disampaikan sesuai dengan keadaan yang scbenarnya, sepanjang
Pemeriksa belum menyampaikan SPHP.
Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Kepala Bapenda atau
Pejabat yang ditunjuk.
Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari
Wajib Pajak dan dilampiri dengan:
a. penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan

yang sebenarnya; dan
b. SSPD atas pelunasan Pajak yang kurang dibayar.
Apabila  pengungkapan  ketidakbenaran  pengisian SPTPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan
kekurangan pembayaran pajak, pengungkapan tersebut tidak perlu
dilampiri dengan SSPD.

Pasal 74
Untuk membuktikan pengungkapan ketidakbenaran dalam laporan
tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1),
Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil Pemeriksaan
diterbitkan surat ketetapan Pajak dengan mempertimbangkan
laporan tersendiri tersebut serta memperhitungkan pokok pajak

yang telah dibayar.
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Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian
SPTPD oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya, surat ketetapan Pajak diterbitkan sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya.

Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian
SPTPD oleh Wajib Pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,

surat ketetapan pajak diterbitkan sesuai dengan pengungkapan
Wajib Pajak.

Paragraf 19
Pemeriksaan Ulang

Pasal 75
Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi
atau persetujuan Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk.
Instruksi atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan apabila terdapat data baru termasuk data yang
semula belum terungkap.
Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah Pajak yang
telah ditetapkan dalam surat ketetapan Pajak sebelumnya, Kepala
Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan.
Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak
yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya,
Pemeriksaan Ulang dihentikan dengan membuat LHP Sumir dan

kepada Wajib Pajak diberitahukan mengenai penghentian tersebut.
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Bagian Ketiga

Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain

Paragraf 1
Ruang Lingkup, Kriteria, dan Jenis Pemeriksaan

Pasal 76

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
dapat meliputi penentuan, pencocokan atau pengumpulan materi yang

berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 77

Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan kriteria antara lain:

pemberian NPWPD secara jabatan;
penghapusan NPWPD;
penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;

pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau

o a0 g op

pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

Pasal 78

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan

Kantor.

Paragraf 2
Standar Pemeriksaan
Pasal 79
(1} . Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaksanakan sesuai dengan
standar Pemeriksaan.
(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan
capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan

Pemeriksaan.
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Standar Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. standar umum Pemeriksaan;

b. standar pelaksanaan Pemeriksaan; dan

c. standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 80

Standar umum Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat

(3) huruf a adalah standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 81

Standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

79 ayat (3) huruf b meliputi:

a.

pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang
baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan dan mendapat pengawasan
yang seksama;

luas Pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya
Pemeriksaan untuk tujuan lain;

Pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa yang terdiri dari 1 (satu)
orang Supervisor, 1 (satu) orang ketua tim dan 1 {satu) orang atau
lebih anggota tim dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat
merangkap sebagai anggota tim;

Pemeriksaan dapat dilaksanakan di Kantor, tempat tinggal atau
tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau di tempat lain yang dianggap
perlu oleh Pemeriksa;

Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan
dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan

pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

Pasal 82

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus didokumentasikan dalam
bentuk KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf f dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
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a. KKP berfungsi sebagai:

1.

2.

bukti bahwa Pemeriksa telah melaksanakan Pemenksaan
berdasarkan standar Pemeriksaan; dan

dasar pembuatan LHP;

b. KKP memberikan gamnbaran mengenai:

1.
2.
3.

data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; dan
simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan

dengan Pemeriksaan.

Pasal 83

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaporkan dalam bentuk LHP

yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:

a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, berbuat ruang lingkup atau

pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat

simpulan Pemeriksa dan memuat pula pengungkapan informasi lain

yang terkait;

b. LHP untuk tujuan lain sekurang-kurangnya memuat:

NS RN~

Identitas Wajib Pajak;

Penugasan Pemeriksaan;

Tujuan Pemeriksaan;

uku dan dokumen yang dipinjam;
Materi yang diperiksa;

Uraian hasil Pemeriksaan; dan

Simpulan dan usul Pemeriksa.

Paragraf 3
Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa

Pasal 84

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain, kewajiban Pemeriksa:

a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam

hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau
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Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal
Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;
memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib
Pajak pada waktu Pemeriksaan;

memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa kepada
Wajib Pajak apabila susunan tim Pemeriksa mengalami perubahan;
menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak
yang diperiksa;

menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya
yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan/atau

merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu
yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam

rangka Pemeriksaan.

Pasal 85

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis

Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa berwenang:

a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen
lain yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;

b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara
elektronik;

c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak
dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga
digunakan untuk menyimpan Dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dan/atau barang, yang berkaitan
dengan tujuan Pemeriksaan;

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
dan/atau

e. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari Pihak
Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang
diperiksa melalui Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk.

Dalam melakukan Pemertksaan untuk tujuan lain dengan jenis

Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa berwenang:
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a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen
lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh,
kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang
terutang pajak;

b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
dan/atau

c. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak
ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang
diperiksa melalui Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 4
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 86

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Wajib Pajak berhak:

a.

(1)

meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan Tanda Pengenal
Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan, dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan
jenis Pemeriksaan Lapangan;

meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang
alasan dan tujuan Pemeriksaan,;

meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang berisi
perubahan tim Pemeriksa apabila terdapat perubahan susunan tim
Pemeriksa; dan/atau

memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan

oleh Pemeriksa melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 87
Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis
Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak:
a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan

dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
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b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh
data yang dikelola secara elektronik;

c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang
penyimpanan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi
dasar pembukuan atau pencatatan, ‘dan dokumen lain dan/atau
barang yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta
meminjamkannya kepada Pemeriksa; dan/atau

d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta
memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis

Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak:

a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan
dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
dan/atau

b. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta

memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.

Paragraf 5
Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 88
Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan yang
dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan
tanggal LHP.
Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari
yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang
memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
sampail dengan tanggal dalam LHP.
Dalam hal jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) atau ayat (2) berakhir, Pemeriksaan harus diselesaikan.
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Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka
permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, jangka waktu
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat (2) harus
memperhatikan  jangka waktu penyelesaian permohonan
penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sebagaimana diatur

dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6
SP2 dan Surat yang Berisi Perubahan Tim Pemeriksa

Pasal 89
Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan
dilakukan oleh Pemeriksa yang tergabung dalam suatu tim
Pemeriksa berdasarkan SP2.
SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk satu
atau beberapa Masa Pajak dalam suatu bagian Tahun Pajak atau
Tahun Pajak yang sama atau untuk satu bagian Tahun Pajak atau
Tahun Pajak terhadap satu Wajib Pajak.
Dalam hal susunan tim Pemeriksa perlu diubah, Kepala Bapenda
atau Pejabat yang ditunjuk tidak perlu memperbarui SP2 tetapi

harus menerbitkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa.

Paragraf 7
Pemberitahuan dan Panggilan Pemeriksaan

Pasal 90
Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan jenis
Pemeriksaan Lapangan, kewajiban Pemeriksa memberitahukan
kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan
dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Lapangan.
Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan jenis
Pemeriksaan Kantor, kewajiban Pemeriksa memberitahukan kepada
Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dengan
menyampaikan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
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Surat Pemberitahuan Pemériksaan Lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau Surat Panggilan Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterbitkan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun

Pajak sebagaimana tercantum dalam SP2.

Pasal 91
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat disampaikan secara
langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya Pemeriksaan
Lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pas dengan bukti
pengiriman surat atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti
pengiriman.
Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak tidak berada di
tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat
disampaikan kepada:
a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau
b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu:

1. pegawai dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa dapat
mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan
terhadap Wajib Pajak Badan; atau

2. anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang
menurut Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal
Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi.

Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana
dimaksud dalamn Pasal 90 ayat (2) dapat disampaikan melalui
faksimili, pas dengan bukti pengiriman surat atau jasa pengiriman
lainnya dengan bukti pengiriman.

Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dapat ditemui, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman lainnya dan Surat

Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap telah disampaikan.
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Paragraf 8
Peminjaman Dokumen

Pasal 92 _
Dokumen yang dipinjam harus disesuaikan dengan tujuan dan
kriteria Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73
Peminjaman Dokumen dan keterangan lain harus dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47

sampai dengan Pasal 50.

Paragraf 9
Penolakan Pemeriksaan

Pasal 93

Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang
dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain menyatakan
menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak
menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Wajib Pajak,
wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat
penolakan Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak
menandatangani surat penolakan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat berita acara penolakan

Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 94

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang
dilakukan Pemeriksaan Kantor untuk tujuan lain memenuhi Surat
Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor namun menyatakan
menclak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak, wakil, atau
kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan
penolakan Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak
menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat berita
acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim

Pemeriksa.
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Pasal 95

Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita
acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
93 dan Pasal 94, Wajib Pajak diberi Nomor Pokok Wajib Pajak secara
jabatan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam
rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita
acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
93 dan Pasal 94, permohonan Wajib Pajak tidak dikabulkan dalam
hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka
penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

Paragraf 10
Penjelasan Wajib Pajak dan Pihak Ketiga

Pasal 96

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, melalui Kepala
Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk, Pemeriksa juga dapat
memanggil Wajib Pajak untuk memperoleh penjelasan yang lebih
rinci atau meminta keterangan dan/atau bukti yang berkaitan
dengan Pemeriksaan kepada Pihak Ketiga.

Permintaan keterangan kepada Wajib Pajak atau kepada Pihak
Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
dan Pasal 59.

Bagian Keempat

Penyampaian Kuesioner Pemeriksaan

Pasal 97
Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas
Pemeriksaan, Pemeriksa  wajib menyampaikan  Kuesioner

Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan,
penyampaian Kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pada saat pertemuan dengan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
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Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan  perpajakan, penyampaian  Kuesioner
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
saat penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
atau pada saat Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan
Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

Wajib Pajak dapat menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan yang

telah diisi kepada Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 98

Bapenda mengalokasikan anggaran dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai

Barat dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)

BAB IX |
SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 99
Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya
Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, yaitu Pajak MBLB.
SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal
terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; atau
b. penghitungan secara jabatan karena:

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan telah
ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada
waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

atau
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2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) atau Pasal 21 ayat (1).
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam
hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum
terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang
setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal
jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit

Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 100

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Bapenda
menerbitkan SKPDLB.

(1)

(2)

Pasal 101

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan
persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar,
dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhimya masa Pajak,
bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan
diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat} bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan.

Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2} huruf b dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per
bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak
saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya
SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak
saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif
berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen} dari pokok

Pajak yang kurang dibayar.
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Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) dikenakan sanksi
administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari
jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 102

Sebelum penetapan Pajak Daerah terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Petugas Pemeriksa telah melakukan prosedur
pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penetapan Pajak Daerah terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat didasarkan pada data Omzet yang diperoleh melalui salah
satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan
tahapan sebagai berikut:
a. berdasarkan hasil kas opname;
b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha

Wajib Pajak; dan
c. berdasarkan data pembanding.
Pemeriksaan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, dilakukan sesuai prosedur dan dilakukan paling sedikit 1
(satu) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi
tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali sesuai jam operasi baik
secara terus menerus maupun berselang.
Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, penetapan Pajak ditaksir dan
dihitung berdasarkan rata- rata perolehan, penjualan, dan atau

pembayaran.

Pasal 103
Tata cara penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam pasal
99 ayat (2) huruf a sebagai berikut:
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bidang terkait dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun saat
terhutangnya Pajak pada jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak melakukan pemeriksaan
Pajak baik secara sederhana maupun lengkap;

hasil Pemeriksaan dibuat dalam bentuk LHP;

LHP yang ditemukan bukti kurang bayar dilaporkan kepada
Kepala Bapenda, guna didisposisi kepada Kepala Bidang terkait
oleh Wajib Pajak untuk diterbitkan SKPDKB.

format SKPDKB sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ tercantum
dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Tata cara penerbitan SKPDKB secara jabatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 99 ayat (2) huruf b sebagai berikut:

a.

bidang terkait dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun saat
terhutangnya Pajak pada jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak melakukan pemeriksaan
Pajak baik secara sederhana maupun lengkap;

pada saat dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak tidak
melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam
pasal 15 ayat (1) dan/atau Pasal 23 ayat (1), maka hasil
pemeriksaan dihitung secara jabatan;

hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk LHP;

LHP yang ditemukan bukti kurang bayar dilaporkan kepada
Kepala Bapenda, guna didisposisi kepada Kepala Bidang terkait
untuk diterbitkan SKPDKB secara jabatan.

Tata cara penerbitan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal
99 ayat (3) sebagai berikut:

a.

d.

terhadap Wajib Pajak telah dilakukan pemeriksaan dan telah
diterbitkan surat ketetapan Pajak;

Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a
termasuk SKPDKB dan SKPDKB secara jabatan;

sctelah diterbitkan SKPDKB dan SKPDKB secara jabatan ternyata
Bapenda menemukan data baru yang belum terungkap dan
mengakibatkan penambahan Pajak terutang, sehingga perlu
dilakukan pemeriksaan ulang;

hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk LHP;
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LHP yang ditemukan bukti kurang bayar dilaporkan kepada
Kepala Bapenda, guna didisposisi kepada Kepala Bidang terkait
untuk diterbitkan SKPDKBT.

format SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada huruf e tercantum
dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Tata cara penerbitan SKPDN sebagaimana dimaksud dalam pasal 99

ayat (4} sebagai berikut:

a.

bidang terkait dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun saat
terhutangnya Pajak pada jenis Pajak Daerah yang dipungut
berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak dapat
melakukan pemeriksaan Pajak baik secara sederhana maupun

lengkap;

. hasil Pemeriksaan dibuat dalam bentuk LHP dan disampaikan

kepada Kepala Bapenda; dan

jika dari LHP sebagaimana dimaksud pada huruf a ditemukan
jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit
Pajak yang dibayarkan, maka Kepala Bapenda memberi disposisi
kepada Kepala Bidang terkait untuk diterbitkan SKPDN.

. format SKPDN sebagaimana dimaksud pada huruf c tercantum

dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
STPD

Pasal 104

Dalam jangka waktu paling lama S (lima) tahun sejak terutangnya

Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak MBLB
dalam hal:

a.
b.

pajak terutang tidak atau kurang dibayar;

hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis,
salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib
Pajak;
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c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar

ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga
sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang
dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai

dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24

(dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian

dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6%

(nol koma enam persen} per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang

dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai

dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24

(dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian

dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu

Dasar Penagihan

Pasal 105
Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT,
STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat
dilakukan imbauan.
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Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan,
dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Bagian Kedua
Pejabat dan Jurusita Pajak

Pasal 106
Kepala Bapenda berwenang melaksanakan Penagihan.
Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
b. menerbitkan:
1. Surat Teguran;
Surat Perintah Penagihan Seketika Dan Sekaligus;
Surat Paksa;
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
Surat Perintah Penyanderaan,;
Surat Pencabutan Sita;
Pengumuman Lelang;

Surat Penentuan Harga Limit;

© X N o gk N

Pembatalan Lelang; dan
10.Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan
Pajak.
Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita

Pajak adalah paling sedikit meliputi :

a.

o a0 g

berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang
sederajat;

berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a;

sehat jasmani dan rohani;

mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak; dan

jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian.
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Pasal 108

Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak diambil sumpah atau

janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Pejabat sesuai peraturan

perundang-undangan.

Pasal 109

Jurusita Pajak diberhentikan apabila :

™ 0o a o

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

meninggal dunia;

pensiun;

alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;

lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
melakukan perbuatan tercela;

melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau

sakit jasmani atau rohani terus menerus.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penagihan

Pasal 110
Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106
ayat (3} diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan
batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap
Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk
mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak
yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat
Teguran.
Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh
tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan
atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
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(7} Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah
melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak
Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

(8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak
dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah
melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) berwenang
melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang
terhadap barang yang disita.

(9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka
waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.

(10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9),
dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat
belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.

(11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya
Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang

belum dibayar.

Pasal 111

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus

berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-
lamanya atau berniat untuk itu;

b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau
yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan
usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan
badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan
usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau
dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau
terdapat tanda-tanda kepailitan.
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Pasal 112

Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap
Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi
Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal
tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak
tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya
pelaksanaan Penagihan Pajak.

Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 113

Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak
pidana dibidang perpajakan daerah.
Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tertangguh apabila:
a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;
b. Ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung

maupun tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung
sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya
kepada Pemerintah Daerah.
Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan
oleh Wajib Pajak.
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Pasal 114
Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
Kepala Bapenda menetapkan keputusan penghapusan piutang

Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 115

Kepala Bapenda melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk

menentukan prioritas Penagihan Pajak.

Kepala Bapenda memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan

Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3).

Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan

dengan mempertimbangkan:

a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106
ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1); dan

b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan

dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Pasal 116
Permohonan penghapusan piutang paling sedikit memuat:
a. nama dan alamat wajib Pajak;
b. jumlah piutang Pajak;
¢. tahun Pajak;dan
d. alasan penghapusan piutang Pajak.
Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah yang tercantum dalam;
a. SKPD
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. SKPDKB;

SKPDKBT;

d. STPD;

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan
Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus
dibayar bertambah.

Pasal 117

Terhadap piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi

belum kedaluwarsa dimasukan ke dalam daftar piutang Pajak yang

akan dihapuskan.

Piutang Pajak untuk orang pribadi yang tidak ditagih lagi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.
b.

hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa;

Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta
warisan dan tidak mempunyai ahli waris;

Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang
dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
Wajib Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan,
dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi
utang Pajaknya;

Wajib Pajak menjalani hukuman atas tindak pidana yang
dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari instansi
yang berwenang;

Wajib Pajak terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari
berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan
dari instansi yang berwenang;

dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak dapat ditemukan,
tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan
keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam,
kebakaran dan lain sebagainya;

Hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat
dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan
adanya  perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan
pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati;
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i. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi karena Wajib Pajak
pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi dan/atau
Wajib Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, dan

j- sebab lain sesuai hasil penelitian.

Piutang Pajak untuk Badan yang tidak ditagih lagi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi,
komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang
dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau
kurator tidak dapat ditemukan;

b. Wajib Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;

c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan
penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi,
likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik
secara langsung maupun dengan menempelkan pada apapun
pengumuman atau media massa;

d. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah daluwarsa;

e. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak dapat ditemukan,
tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan
keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam,
kebakaran dan lain sebagainya; dan

f. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Berdasarkan permohonan Daftar Usulan Penghapusan Piutang

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan

Penghapusan Piutang Pajak Daerah sampai dengan

Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sedangkan untuk

Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah diatas Rp.

5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah

mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Kutai Barat.

Terhadap piutang Pajak yang dicadangkan sebagai piutang Pajak

yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dilakukan lagi tindakan penagihan.

Piutang Pajak daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau
secara mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali
mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur

tersendiri dalam undang-undang.
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Penghapusan secara bersyarat atas piutang Pajak dilakukan dengan

menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah

tanpa menghapus hak tagih Daerah, dan penghapusan secara

mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah,

diusulkan oleh Kepala Bapenda kepada Bupati melalui PPKD.

Penghapusan secara mutlak atas piutang Pajak daerah

dilaksanakan dengan ketentuan:

a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan
penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan

b. penanggung hutang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk
menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan

keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.

BAB XIII
KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN
Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 118
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda
terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN.
Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah
Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut,
berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang
jelas.
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I} harus
diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau
tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan kahar.

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. bencana alam;
b. kebakaran;

C. kerusuhan massal atau huru-hara;
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d. wabah penyakit; dan/atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar
Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau
pemotongan atau Pemungutan oleh pithak ketiga paling sedikit
sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat {3) dan ayat (4), tidak
dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau
melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang
diberikan Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti
penerimaan surat keberatan.
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu
pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat
pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu} bulan sejak
tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak
dan pelaksanaan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 119

Kepala Bapenda harus memberikan Keputusan atas keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 118
ayat (1)
Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
s¢jak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 118 ayat (6).
Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan

hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib

Pajak;
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b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut
Wajib Pajak;

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian
sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan /
ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak
terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang
terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan
keberatan oleh Wajib Pajak.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat

dan Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, maka

keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 120

Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per
bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat] bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu} bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan
Keberatan.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30%
(tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan
keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum

mengajukan keberatan.
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Bagian Kedua
Banding

Pasal 121
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
badan peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang
ditetapkan oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam
pasal 116 ayat (3} paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan
diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ajrat (1) diagjukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan
yang jelas.
Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu)
bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

Dalam hal permochonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per
bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh I (satu) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administratif berupa denda sebesar 30% {tiga puluh persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) tidak dikenakan.
Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60%
(enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan
Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum

mengajukan keberatan.



-97 -

Bagian Ketiga

Gugatan

Pasal 123

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan,
atau pengumuman lelang;

b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;

c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan,
selain yang ditetapkan dalam Pasal 115 ayat (1) dan Pasal 116 ; dan

d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan
yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata
cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan Pajak.

Pasal 124
Pengajuan gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSINYA

Bagtan Kesatu

Insentif Fiskal Pajak Bagi Pelaku Usaha

Pasal 125

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat
memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Kabupaten Kutai Barat.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan,
keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau

sanksinya.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (I} dapat diberikan atas
permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati
berdasarkan pertimbangan:
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a. kemampuan membayar Wajib Pajak;

b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam,
kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena
adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau
pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

¢. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra
mikro;

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai

program prioritas Daerah; dan/ atau

e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program

prioritas nasional.
Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah

dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan

memperhatikan faktor:

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak
selama 2 (dua) tahun terakhir;

b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;

c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap
perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang
bersangkutan; dan/atau

d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro

dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c,

dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro

dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas

Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka

menengah daerah.
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(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan

penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 126

(1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

{2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 127

(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125
ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

(2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal
berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan
faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pokok Pajak

dan/atau Sanksi

Pasal 128

(1) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan
pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pokok dan/atau
sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak.

(2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib
Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.

(3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan

Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai
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objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang

terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau

kerusuhan.

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan

pokok Pajak dan/atau sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sebagai berikut:

a.

Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Bupati melalui Kepala Bapenda dalam waktu paling lama 7
(tujuh) hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran Pajak yang

Terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa

jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di

luar kekuasaannya;

surat permohonan yang diajukan dapat disampaikan langsung

melalui loket pelayanan Bapenda dan/atau melalui ekspedisi;

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk

memproses surat permohonan pengurangan atau penghapusan

sanksi administrasi adalah:

1. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan
seéara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas pelayanan
atau petugas yang ditunjuk; atau

2. tanggal kirim cap ekspedisi tercatat, dalam hal surat
permohonan pengurangan atau penghapusan  sanksi
administrasi disampaikan melalui ekspedisi tercatat.

surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus

mencantumkan alasan yang jelas pengajuan permohonan

pengurangan, Kkeringanan dan pembebasan pokok Pajak
dan/atau sanksinya;

terhadap permmohonan yang disampaikan melalui loket pelayanan

Bapenda, Kepala Bapenda menyampaikan permohonan Wajib

Pajak untuk didisposisi kepada Bidang terkait;

. Kepala Bidang terkait segera melakukan penelitian administrast

tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya;
Kepala Bapenda melalui Bidang terkait wajib memutuskan
menyetujui atau menolak permohonan dan menerbitkan Surat

Keputusan Kepala Bapenda.
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Apabila dalam jangka waktu paling lama 12 {dua belas) bulan sejak
permohonan diterima Kepala Bapenda tidak memberi suatu
keputusan, maka permohonan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 129
Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada
Wajib Pajak, berupa:
a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak;
dan/atau;
b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak
terutang atau Utang Pajak.
Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada
Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak
tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan
Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak
yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak
terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan
likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak
tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak
terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang
ditetapkan dalam keputusan Bupati.
Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran
Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati
memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak
selama 2 (dua) tahun terakhir.
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Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:

a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran
atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib

- Pajak;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa
angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib
Pajak; atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundéan

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling

lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak

yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen)

per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian
dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB XV
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 130

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala
Bapenda dapat melakukan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
SKPDLB, atau STPD, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan
tulis dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam  peraturan perundang—undangan
perpajakan Daerah

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Surat Keputusan Pembetulan.

Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak
secbagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda
menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian

terhadap permohonan Wajib Pajak.
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Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau
keterangan yang diperiukan.

Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak

scbagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda wajib

menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

berisi keputusan berupa:

a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan
kesalahan atau kekelituan yang dapat berupa menambahkan,
mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang,
maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan
kenaikan Pajak; atau

b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan
maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan
tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

¢. menolak permohonan Wajib Pajak.

Terhadap STPD yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) huruf b, Bidang terkait wajib mengarsip STPD yang dibatalkan

dengan memberikan Tanda Khusus atas STPD yang telah dibatalkan.

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembetulan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar

Pasal 131

Ruang lingkup pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) meliputi :

a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama,
alamat, NPWPD, nomor surat ketetapan Pajak, jenis Pajak, Masa
Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo;

b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari
penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian

dan/atau pembagian suatu bilangan, termasuk kekeliruan
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perhitungan karena adanya penerbitan surat ketetapan Pajak
dan STPD; atau

kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan, antara lain kekeliruan dalam
penerapan tarif Pajak dan kekeliruan penerapan sanksi

administratif.

Pembetulan ketetapan Pajak atas dasar permohonan Wajib ‘Pajak

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Wajib Pajak atau kuasanya mengajukan permohonan pembetulan

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD secara tertulis

dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Bapenda;

surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam

hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri

dengan Surat Kuasa untuk Wajib Pajak Perorangan/Pribadi dan

Surat Kuasa Khusus untuk Wajib Pajak Badan bermaterai cukup;

permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf a

paling sedikit memuat:

1. nama dan alamat Wajib Pajak;

2. besar pengurangan ketetapan Pajak yang dimochon; dan

3. serta alasan yang mendasari diajukannya permohonan
pembetulan ketetapan Pajak;

permohonan pembetulan diajukan kepada Kepala Bapenda

dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah surat ketetapan Pajak

diterbitkan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan

bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena

keadaan di luar kekuasaannya.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar

Pasal 132

Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak atau karena
jabatannya dapat membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
SKPDLB, atau STPD yang tidak benar.

Surat permohonan pembatalan ketetapan Pajak yang tidak benar

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
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a. diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan Pajak;

b. mengemukakan jumlah Pajak menurut penghitungan Wajib
Pajak seharusnya terutang;

c. dilampiri dengan surat kuasa khusus dalam hal surat
permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak
yang tidak benar ditandatangani bukan oleh WP.

Surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak

yang tidak benar Wajib Pajak disampaikan langsung atau melalui

ekspedisi tercatat ke Kantor Bapenda.

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses

surat permohonan pembatalan ketetapan Pajak yang tidak benar

adalah :

a. Tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara
langsung oleh Wajib Pajak pada petugas kantor Bapenda yang
ditunjuk; atau

b. Tanggal cap ekspedisi tercatat, dalam hal surat pengurangan
atau pembatalan ketetapan Pajak yang tidak benar disampaikan
melalui ekspedisi.

Pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD yang

tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

dalam hal:

a. novurn atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu
pemeriksaan untuk menentukan besarnya Pajak Terutang
sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan
pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau pengajuan pengurangan
dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; atau

b. novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak
dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan
pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau pengajuan pengurangan
dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenﬁhinya
persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui
batas waktu yang telah ditentukan;

c. pertimbangan keadilan.
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Pasal 133

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan ketetapan Pajak yang tidak

benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) ditetapkan

sebagai berikut:

a.

permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
ayat (2) disampaikan ke loket pelayanan Bapenda atau melalui
ekspedisi;
petugas pelayanan melakukan pencatatan pada buku register atas
permochonan Wajib Pajak dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala
Bapenda untuk didisposisi ke Bidang terkait;
terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD yang akan
dibatalkan, dilakukan Penelitian administrasi atas pembatalan
transaksi, atau kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan
dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah oleh Kepala
Bidang terkait;
apabila dari hasil Penelitian yang dilakukan ternyata memang terdapat
pembatalan transaksi, atau kesalahan tulis, atau kesalahan hitung
dan/ atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang
Pajak, maka hasil penelitian dilaporkan kepada Kepala Bapenda;
jika hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d menyetujui
permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka persetujuan
dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Bapenda;
jika hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak
menyetujul permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka
dibuatkan Surat Penolakan yang ditujukan kepada Wajib Pajak
beserta alasan penolakan;
dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak
sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Bidang terkait segera
melakukan :
1. pembatalan ketetapan Pajak yang lama dengan cara mengusulkan
kepada Kepala Bapenda guna menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
yang baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki Surat

Ketetapan Pajak yang lama,;
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2. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan Pajak yang lama, dan
selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa surat ketetapan Pajak
“dibatalkan”, serta dibubuhi paraf dan nama Kepala Bidang terkait;
dan

3. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran
Pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima Surat Ketetapan
Pajak yang baru;

h. terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah dibatalkan sebagaimana
dimaksud pada huruf g angka 2, disimpan sebagai arsip pada
administrasi perpajakan;

i. atas diterbitkannya Surat Keputusan Penolakan Pembatalan Ketetapan
Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Surat Ketetapan
Pajak yang telah diterbitkan tetap berlaku; dan

J- Surat Keputusan Penolakan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana
dimaksud pada huruf d, disampaikan kepada Wajib Pajak paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 134

(1) Kepala Bapenda harus memberikan keputusan atas permohonan
pembatalan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan dari permohonan Wajib Pajak.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib
Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala Bapenda menerbitkan Surat
Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak dalam jangka waktu paling
lama 1 {satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berakhir.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 135
(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Bapenda

atau mengajukan permohonan kompensasi atas kelebihan
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pembayaran tersebut untuk pembayaran pajak terutang masa pajak
berikutnya.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan
dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah
Lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen)
per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran
Pajak.

Format SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3} tercantum
dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 136
Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak terjadi apabila jumlah
kredit Pajak atau jumlah Pajak yang dibayar lebih besar daripada
Jumlah Pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran Pajak
yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak
punya hutang Pajak lain.
Kelebihan pembayaran Pajak dapat diberikan pengembalian dalam
hal terdapat:
a. *pajak yang lebih dibayar dari Pajak yang seharusnya terutang;
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b. pajak yang seharusnya tidak terutang tetapi sudah dilakukan
pembayaran;

c. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan
Keberatan atau Putusan Banding;

d. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan
Pembetulan;

e. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan
Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan
Penghapusan Sanksi Administrasi;

f. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan
Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan
Ketetapan Pajak;

g. jumlah imbalan bunga yang tercantum dalam Surat Keputusan

Pemberian Imbalan Bunga.

Pasal 137
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak yang
disebabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf a
dan huruf b diajukan secara tertulis dengan memuat sekurang-
kurangnya:
a. dasar perhitungan Wajib Pajak yang menunjukkan terjadinya
kelebihan pembayaran Pajak
b. lampiran-lampiran yang mendukung dasar perhitungan
sebagaimana dimaksud pada huruf a.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan
paling lambat 3 (tiga) bulan sejak masa Pajak, bagian tahun Pajak,
atau tahun Pajak, Pajak daerah yang diajukan permohonan
pengembalian kelebithan pembayaran Pajak.
Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dipenuhi maka permochonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggap tidak diterima.
Permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak yang
disebabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf c,
huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g diajukan paling lambat 1 (satu)

bulan sejak surat keputusan diterima.
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Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
dipenuhi maka permohonan dianggap tidak diterima dan atas
kelebihan pembayaran Pajak berdasarkan surat keputusan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136/ ayat (2) huruf ¢, huruf d,
huruf e, huruf f, dan huruf g, dikompensasikan pada Pajak daerah
yang terutang di masa Pajak berikutnya.

Bagian Kedua

Proses Pencairan

Pasal 138

Berdasarkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak Daerah dan SKPDLB, Kepala Bapenda mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Kepala BKAD untuk
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dengan melampirkan:
a. identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
b. NPWPD dan NOPD atau nomor pendaftaran/registrasi;
c. nomor rekening bank Wajib Pajak;
d. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Daerah; dan
e. SKPDLB.
Kepala BKAD menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen
Pengembalian Kelebihan Pembayaran.
Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dokumen Pengembalian Kelebihan Pembayaran dinyatakan
tidak lengkap, Kepala BKAD mengembalikan kepada Kepala
Bapenda dengan surat pengembalian disertai alasan pengembalian.
Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dokumen Pengembalian Kelebihan Pembayaran dinyatakan
lengkap, Kepala BKAD memproses pencairan Pengembalian

Kelebihan Pembayaran.
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BAB XVII
OPSEN MBLB

Bagian Kesatu

Pemungutan

Pasal 139
Subjek pajak untuk Opsen pajak MBLB merupakan subjek pajak
MBLB.
Wajib pajak untuk Opsen pajak MBLB merupakan wajib pajak
MBLB.
Objek Opsen pajak MBLB adalah pajak MBLB terutang. _
Wajib Pungut Opsen Pajak MBLB adalah instansi Pemerintah
Daerah kabupaten/kota bersangkutan yang berwenang memungut
pajak MBLB.
Pemungutan Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan dengan
pemungutan pajak terutang dari pajak MBLB.

Pasal 140
Dasar pengenaan untuk Opsen pajak MBLB merupakan pajak
MBLB terutang.
Tarif Opsen pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (Dua puluh lima
persen) dari pajak MBLB terutang.
Besaran pokok Opsen pajak MBLB yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan dasar pengenaan pajak MBLB terutang dengan tarif
opsen Pajak MBLB.
Saat terutang Opsen pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya
pajak MBLB.
Wilayah pemungutan Opsen pajak MBLB yang terutang merupakan
wilayah daerah tempat pengambilan MBLB.
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Bagian Kedua
Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan
Opsen Pajak MBLB

Pasal 141
Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB
terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran,
dan pelaporan Pajak MBLB.
Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ke kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan bersamaan
dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Bapenda dalam SSPD Pajak
MBLB."
Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan Penagihan.
Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk
Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
Dalam hal bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyetorkan bagian
Opsen Pajak MBLB ke kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur paling
lama 3 (tiga) hari kerja.
Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.
Tata cara penghitungan opsen Pajak MBLB sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VII.

Bagian Ketiga
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB

Pasal 142
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak
MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan
pembayaran Opsen Pajak MBLB.
Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
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Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.

Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan
SKPDLB Pajak MBLB, pada hari penerbitan atau paling lambat 3
(tiga) hari kerja sejak salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diterima.

Gubernur dan Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak
MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan
SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Bagian Keempat
Sinergi Pemungutan Opsen MBLB

Pasal 143
Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen
Pajak MBLB, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat bersinergi
dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2} meliputi kerjasama
untuk melakukan pendaftaran, pendataan, pertukaran data dan
informasi, pemanfaatan program, Pengelolaan, Pengurusan Izin,
Pengawasan, pendampingan, dukungan kapasitas, penagihan, serta
penindakan dilapangan.
Selain kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kerjasama
tersebut juga dapat dilakukan dalam hal pendanaan biaya
operasional.
Dalam pelaksanaan sinergi pemungutan Opsen dimaksud akan
dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) dan ditindaklanjuti
dalam rencana kerja yang disepakati bersama sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak MBLB, Bapenda
dapat meminta data dan/atau informasi kepada Pembeli
dan/Pengguna MBLB.
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(6) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa data dan/atau informasi yang berkaitan jenis MBLB dan

Volume.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 144
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 52
Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita
Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 Nomor 26) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 145
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal, 31 Desember 2024

BUPATI KUTAI BARAT,

YAPAN

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal, 31 Desember 2024

SEKBETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

IUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 36.



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN
OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN

LOGAM DAN BATUAN.
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT Nomor Formulir
BADAN PENDAPATAN DAERAH el i
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat DDDDDDD
FORMULIR PENDAFTARAN

SURAT PENDAFTARAN WAIJIB PAJAK DAERAH

Kepada YTH.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Barat
Di-
SENDAWAR
PERHATIAN :
1. Harap diisi dengan benar dan selengkap-lengkapnya.
2. Beritanda V pada kotak [C] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat

- DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK A O

Nama Wajib Pajak

2. Alamat Wajib Pajak
Fotokopi Surat Keterangan Domisili di Lampirkan: Ada [_] Tidak Ada []

- Jalan / No

- Rt/Rw.

- Kelurahan / Kampung
- Kecamatan

- Kota/Kabupaten

- Nomor Telepon Aktif

- Email Aktif

- Kode Pos 2 | B

PERSYARATAN YANG WAJIB DILENGKAPI

Fotokopi KTP Pemilik / Pengelola

Fotokopi NPWP Pemilik / Pengelola

Fotokopi NIB

Fotokopi Kartu Keluarga

Surat Kuasa Bermaterai (apabila pendaftaran dikuasakan)

o o




w i

KETERANGAN ALAMAT PEMILIK BADAN USAHA

1. Nama Pemilik Usaha / Pribadi

2. Jabatan

3. Alamat Pemilik Badan Usaha :

- Jalan / No

- Rt/Rw.

- Kelurahan / Kampung

- Kecamatan

Kabupaten
" [Kotamadya

- Nomor Telephon Aktif

- Kode Pos

- Keterangan

:D WP Baru. D WP Pemutahiran Data

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DATA

Di Terima
Tanggal

Nama Jelas

NPWPD yang diberikan :

Tanda Tangan

LOOOO00000




SURAT PERNYATAAN
Yang Bertanda Tangan di Bawah ini :
Nama Pemilik / Pengelola
Alamat Pemilik / Pengelola
NIK/NIB
No. Telepon
Nama Usaha
Jenis Usaha
Alamat Usaha
Tahun Mulai Opera.r;i

Dengan ini menyatakan bersedia menyampaikan dasar pengenaan pajak dengan sebenar-benarnya, membayar
pajak paling lambat 10 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
setiap bulannya pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Barat paling lambat 15 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
Apabila data yang disampaikan dan dilaporkan terbukti tidak benar maka saya siap menerima sanksi sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun

juga, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tanggal, 2024

Yang membuat pernyataan,

Meterai

BUPATI KUTAI BARAT,

YAPAN



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN
OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Perkantoran | Komplek Perkantoran Telp. (0545) 4043878 Fax (0545) 4043879

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT
Nomor :

TENTANG
PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah, periu diberikan
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak;

b. Bahwa sehubungan dengan diterimanya formulir pendaftaran, dan setelah diteliti kepada
yang bersangkutan telah memenuhi baik Subjek maupun Objek Pajak;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, periu
pengukuhan kepada yang bersangkutan sebagai Wajib Pajak Daerah yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepada Badan Pendapatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Kutai Barat;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Barat Tentang Pengukuhan
sebagai Wajib Pajak Daerah.
PERTAMA :  Mengukuhkan:
Nama / Merk Usaha
Alamat Objek Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPD)
Nama Penanggung Jawab

Alamat
Kecamatan :
Sebagai Wajib Pajak .
KEDUA :  Keputusan Ini Mulai Berlaku pada tanggal ditetapkan
DITETAPKAN Di
PADA TANGGAL
KEPALA BADAN
PHILIP SILITONGA, S.P..M.Si
) Pembina (IV/a)
Tembusan:
a. Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu NIP. 19760516 200701 009
(DPMPTSP) di — Sendawar
b. Kantor Kecamatan
c. Kantor Kelurahan
d. Kepada Pemilik....
e. Arsip

BUPATI KUTAI BARAT,

YAPAN



Il. Data Waijib Pajak
1. Nama Pemilik T R S LS SO B R SO DR o
2. Alamat Pemilik L R AT s T SRS S AV TSRS
3. Kelurahan
4. Kecamatan RO TR O T
5. Kota/Kabupaten
6. NIK/NPWPD
7. Telepon/HP/Faks S OISR DOV IE
8. Email
lll. Pernyataan

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beri
tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

SERORWAY, i ciiiseiicniasiismantens

Petugas Penerima, Wajib Pajak,

Nama Jelas/Tanda Tangan/Cap

............................................

Keterangan:

Lembar 1. Badan Pendapatan Daerah
2. Wajib Pajak
3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4. DPMPTSP

BUPATI KUTAI BARAT,

YAPAN




LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK  MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN
OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN

LOGAM DAN BATUAN.
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT Nomor Formulir
Data Wajib Pajak
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat DDDDDDD

PERHATIAN :

1. Harap diisi dengan benar dan selengkap — lengkapnya.

2. Beritanda V pada kotak[ ] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan

3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

FORMULIR PENDAFTARAN
SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Kepada YTH.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Barat
Di—

SENDAWAR

DIISI OLEH SELURUH WAIJIB PAJAK

I. Data Objek Pajak:

1. Jenis Permochonan

2. Nama Objek Pajak

3. Alamat

Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten

N oo ow s

MBLB

RT RW

Data Pengambilan

: D Pendaftaran Baru [__—] Perubahan Data

Kode Pos

No. Jenis MBLB Cadangan Mineral

Yang tersedia

Rata-Rata Pengambilan | Jumlah hari Operasi dalam
Sehari Sebulan

—




Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

Tembusan:

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN
OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN

LOGAM DAN BATUAN.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Perkantoran Telp. (0545) 4043878 Fax (05

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT
Nomor :

TENTANG
PENERBITAN NOMOR OBJEK PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Bahwa dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah, periu diberikan
Nomor Objek Pajak Daerah atas objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan
oleh Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan daerah;

Bahwa sehubungan dengan diterimanya formulir pendaftaran objek pajak, dan setelah diteliti
kepada yang bersangkutan telah memenuhi balk Subjek maupun Objek Pajak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Penerbitan Nomor Objek
Pajak Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Kutai Barat;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN
Surat Penerbitan Nomor Objek Pajak Daerah Atas Nama Wajib Pajak.............. Untuk Objek Pajak
Yang Terletak Di...........................
Mengukuhkan:

Nama Wajib Pajak
Alamat Wajib Pajak
Nomor Objek Pajak (NOP)
Alamat Objek Pajak
Kecamatan

Sebagai Objek Pajak

Keputusan Ini Mulai Berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL
KEPALA BADAN
PHILIP SILITONGA, S.P.M.Si
Pembina (IV/a)

NIP. 19760516 200701 009

a. Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) di — Sendawar

sanw

Arsip

Kantor Kecamatan.
Kantor Kelurahan ...
Kepada Pemilik.

BUPATI KUTAI BARAT,

YAPAN



LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK  MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN
OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Perkantoran | Komplek Perkantoran Telp. (0545) 4043878 Fax (0545) 4043879

-

Nama Badan Usaha
Alamat Usaha

Jalan / No.

RT/RW
Kelurahan/Kampung
Kecamatan
Kabupaten

Nomor Telepon
Kode Pos

Fotokopi KTP
NPWP

Keterangan Lain

=
jl:]

No. I Jenis MBLB

Cadangan Mineral

Yang tersedia

Pengambilan Sehari dalam Sebulan

Rata-Rata Jumlah hari Operasi

Petugas Penerima Data

Wajib Pajak




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Perkantoran | Komplek Perkantoran Telp. (0545) 4043878 Fax (0545) 4043879

BERITA ACARA
PENDATAAN DAN PEMUKTAHIRAN DATA WAJIB PAJAK

Pada hari..........Tanggal ........... Bulan........ TONL. ) BRI IAREIKENY. .. o noovsssanitosssmsenssimanansins pada:

Nama T S Qo T I
NIP B | rstu R S R T
DOIEMIIIRNG | | e Gl s R e AR eI
Jabatan IR SRS S EIOR DRRCIo g0

Menerangkan bahwa:

Berdasarkan hasil pengecekan lapangan pada hari ............... A RS B osL terhadap Wajib Pajak Mineral
DY Lo AR BERN AN oo e n e i A AR e o dengan NPWPD
.............................. YOO DOMBIBMBE iy | IOTINIUNG Tilial tangoel
................................ sudah tidak ada aktifitas/tutup permanen hal tersebut diperkuat keterangan Bpk/ibu................
selaku.........coueanes
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kiranya dapat dihapuskan NPWPD An..............................
tersebut.

Kordinator Petugas Lapangan
Pajak MBLB
| || R S || S |

BUPATI KUTAI BARAT,

YAPAN



Jalan Perkantoran | Komplek Perkantoran Tﬂg. E0545! 4043878 Fax !0545) 4043879

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK  MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN
OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN

LOGAM DAN BATUAN.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

NOMON ; .csicssisnmaisoni

PENGHAPUSAN NPWPD ..........ccoovnnerenenen. ATAS NAMA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Bidang Pengelolaan Pajak.............. Nomor .........cccoco.e.
IO ioanaiens perihal laporan Hasil Pengecekan Lapangan bahwa Wajib
Pajak.......... NPWPD .....cccoovvunnenne LT e RS telah tutup operasional
sk tangoml -...........c.ccousicinnay

bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor ...................... CONOOR ..o niinianconas perihal laporan
Hasil Pengecekan Piutang Pajak..............bahwa Wajib Pajak...........dengan NPWPD
.......................... atas nama .........ccccccceeevveenneenen. TIDAK ADA PIUTANG.

bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak ............. INOITION . vsss ewsasssaspvinnses tanggal
........................ NPWPD .............. atas nama ............... dan pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat tentang Penghapusan NPWPD
...... ceeeeieeseeeennne, N@ma Badan Usaha ...

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Kutai Barat;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN

Penghapusan
NPWPD

Nama Badan Usaha
Alamat

Nama Pemilik
Alamat Pemilik

Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai
ketentuan yang berlaku.

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

KEPALA

PHILIP SILITONGA, S.P.M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19760516 200701 009




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Perkantoran | Komplek Perkantoran Telp. (0545) 4043878 Fax ) 3879

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
Nomor :

TENTANG
PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Menimbang : 1. Bahwa yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan lain sebagai Pokok Wajib Pajak
berdasarkan poin diatas;
2. Bahwa sehubungan dengan itu perlu menetapkan Pencabutan SK Pengukuhan Waijib Pajak.

Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah;

c. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

Memperhatikan : 1. Berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak........... pemilik............. pada tanggal...........perihal

permohonan penutupan ijin usaha;

2. Berdasarkan surat keterangan dari Kelurahan............ Nomor..........,| pada tanggal.............. perihal
permohonan penutupan ijin usaha............;

3. Berdasarkan surat keterangan dari Pemerintah Kecamatan.......... Nomor..........pada

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat tentang Pencabutan SK
Pengukuhan Sebagai Waijib Pajak atas nama:

PERTAMA  :  Menutupkan sebagai Pokok Wajib Pajak
Nama/Merk Usaha S dameiessssiboritiry s oo S A e AR AR
AIMBEUBEIELE. = auanueesiesisesia i ieriiiss
NEWRLDE 000000 e et T
Nama Penanggung Pajak | ... et
Alamat Waijib Pajak
Kecamatan
Sebagai Wajib Pajak ~ © e
KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak.............
KETIGA . Apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam Sural Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.
DITETAPKAN DI :  Sendawar
PADA TANGGAL
KEPALA
PHILIP SILITONGA, S.P..M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19760516 200701 009
Tembusan:
a. DPMPTSP di - Sendawar
b. Kantor Kecamatan............ di - Sendawar
c.  Kantor Kelurahan.... di — Sendawar
d. ili di — Sendawar
e.

BUPATI KUTAI BARAT,

YAPAN



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG
PETUN]JUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN  PAJAK  MINERAL

BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN
OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN.

Tabel Harga Dasar/Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan

Jenis Galian**

NO Jenis Bahan Galian Harga (Rp/Ton/M?)
1. | Batu Gamping (Batu Gunung) 200.000,-
2. |Batu Pasir (Batu Padas) 60.000,-
3. Pasir Gunung 25.000,-
4. | Pasir Sungai 30.000,-
5. | Tanah Uruk 10.000,-
6. | Pasir dan Krikil (Sirtu) 25.000,-
7. Tanah Laterit 10.000,-
8. | Batu Andesit/Granit 19.000,-
9. | Tanah Liat Bata dan Genteng 15.000,-
10. | Kerikil 40.000,-

Contoh cara perhitungan nilai Pajak MBLB dan Opsen MBLB
1. Penghitungan Pajak MBLB ditetapkan dengan cara:

Wajib Pajak A melakukan pengambilan di Kabupaten Kutai Barat di Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur melalukan pengambilan MBLB dengan dengan nilai
jual hasil pengambilan MBLB tersebut sebesar Rp.400.000.000,00.

- Nilai penjualan MBLB = Rp. 400.000.000,00

- Tarif Pajak MBLB =16%
- Pajak MBLB terutang = Rp. 64.000.000,00

Nilai penjualan MBLB Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) adalah
merupakan dasar pengenaan pajak.

2. Contoh perhitungan Opsen Pajak MBLB ditetapkan dengan cara:

Wajib Pajak A melakukan pengambilan di Kabupaten Kutai Barat di Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur melakukan pengambilan MBLB dengan dengan nilai
]ual hasil pengambilan MBLB tersebut sebesar Rp.400.000.000,00.

Nilai penjualan MBLB
= Tarif Pajak MBLB
- Pajak MBLB terutang

- Tarif Opsen Pajak MBLB

- Opsen Pajak MBLB

- Opsen Pajak MBLB terutang
- Yang dibayarkan Wajib Pajak

= Rp. 400.000.000,00
=16%
= Rp. 64.000.000,00

= 25% x Pokok Pajak MBLB terutang
= 25% x Rp. 64.000.000,00

= Rp. 16.000.000,00
= Rp. 64.000.000,00 + Rp. 16.000.000,00
= Rp. 80.000.000,00

BUPATI KUTAI BARAT,

YAPAN



LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL

BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN
OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Perkantoran | Komplek Perkantoran

SSPD

(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)
Tahun : 20......

Nama WP

Alamat WP

Nama Objek Pajak
Alamat Objek Pajak
NPWPD

[:‘“l SKPD

[:] SKPDKB
| SKPDKBT
| sTPD

Menyetor Berdasarkan

No. Dokumen Penetapan
Masa Pajak
Jatuh Tempo

[: Tunai

Cara Pembayaran
Bank Penerima Setoran

.......................

[Tj SPTPD

|:| SK Pembetulan
|7 - SK Keberatan
[7" Lain - Lain

Tahun

[:' Bank

Kode Area
Tipe Pajak
Kode Bayar (BANK)
Kode Bayar (BENDAHARA)
Uraian :
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :
No. Kode Rekening Uraian Nilai (Rp.)
R e Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 0.00
2 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 0.00
L T S Denda Terlambat Bayar (1% x ... Bulan x Rp............)
Sanksi Terlambal Lapor 0.00
.......................... Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 0.00
4, Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 0.00
Denda Terlambat Bayar (25%x1% x ... Bulan x Rp............ )
Sanksi Terlambat Lapor 0.00
Jumlah Setoran Pajak 0.00
b | S
BENDAHARA PENERIMAAN PETUGAS PENERIMAAN KAS DAERAH KUTAI BARAT, TANGGAL
PENYETOR
NAMA NAMA
N p—— NIP....... i R N N B W N WL (e ™= K B8 LT Bl R S N N Meane R R

SSPD ini berlaku setelah dilampiri dengan bukti pembayaran yang sah
dari Bank

Pembayaran dapat dilakukan melalui teller BANK
KALTIMTARA terdekat

Jatuh tempo : xx-xx-20xx, Denda 1% per bulan maksimal 24 bulan

BUPATI KUTAI BARAT,

YAPAN



LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN
OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Perkantoran | Komplek Perkantoran

FOMULIR PENYAMPAIAN OMZET USAHA

MASA PAJAK :
TAHUN : 2024
Nama Wajib Pajak s e CN O oo B on oo
Jenis Pajak LT Ty e e
Nama Usaha T CULCRUIL L DRARI R N s
Alamat Usaha O O R IO S e
OMZET USAHA iR o
1. Omzet / Dasar Pengenaan Pajak R csimmssessisimsis
2. Tarif Pajak ...%
3. Pajak Terhutang (1 x 2) RPosmunnusssnss
4. Pembulatan ) AR e e
5. Jumlah Dibayar P s
Terbilang:

Dengan ini menyatakan bahwa data yang saya sampaikan adalah benar dan apabila ternyata data
tersebut tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

SONdaWEK; i visissisiseis
Wajib Pajak
Nama Waiib Paiak
............................................................................. gunting
TANDA TERIMA
NPWPD | iissesans
Nama R T, Petugas,
Alamat .

BUPATI KUTAI BARAT,

YAPAN



!
?

PETTETW £ h: x 4 ) # BT : . e ¥ w - ;

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesual dengan keten perundang-undangan yang berlaku
saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar,
lengkap dan jelas.

............ xr polong disini___._......

TANDA TERIMA

Nama Waijib Pajak

Nama Usaha

BUPATI KUTAI BARAT,

YAPAN



LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN ~ PAJAK  MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN
OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN.

PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT - -
BADAN PENDAPATAN DAERAH Masa Pajak

Tahun ¢ 20xx

Jalan Perkantoran | Komplek Perkantoran

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK

2. Beritanda v pada kotak [ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan

3. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.

4. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada BADAN PENDAPATAN DAERAH paling lambat tanggal ..........
bulan berikutnya.

5. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 20.000 setiap
SPTPD

Kepada Yth.
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Pemerintah kabupaten Kutai barat
di Sendawar

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

NPWPD

Nama WP

Nama / Merk Usaha
Alamat Usaha
Alamat WP

Uraian

Menggunakan Mesin - Y. Tidak
v o O O

Keterangan : D Pembukuan D Pencataan

KODE REKENING

JENIS PAJAK

MASA PAJAK

Omset / Dasar Pengenaan Pajak . IR
Taril Pajak 16%

Pajak Terhutang (poin 1 x poin 2) RP..ocrernnssnrincsnsnssnnssnnr
Pembulatan | SRR e
Tarif Opsen Pajak MBLB 25%

Opsen Pajak MBLB Terhutang (poin 3 x poin 5) Rp
Jumlah Dibayar Wajib Pajak (poin 3 + pain 6) Rp
Terbilang:

o B

C. LAMPIRAN

1 Rekapitulasi Pendapatan / Omset Harian

2 Surat Kuasa Khusus Pengurus

3 Lainnya:




LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI KUTAI
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN
OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN

LOGAM DAN BATUAN.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Perkantoran 111 Komplek Perkantoran Kutai Barat
Sendawar, ..............
Nomor 5 Kepada Yth,
Sifat : Segera Pengelola Pajak.................
Lampiran i
Perihal : T 1 ian SPT| di

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan data pada pembukuan
kami, Bapak/Ibu belum meyampaikan SPTPD untuk Masa Pajak Bulan, .............. Perlu kami
ingatkan kembali bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 105

Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan
Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah.

Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan
Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor ....... Tahun 2024 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu, Pajak Sarang Burung
Walet, Dan Pajak Air Tanah

Pasal 56 Ayat (2)

Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terhutang dihitung secara jabatan.

Jumlah pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a angka 3
dikenakan administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 50% dari pokok pajak untuk PBJT dan sebesar
25% dari pokok pajak untuk selain PBJT. ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2.2 % sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung
sejak saat terhutangnya pajak.

Oleh karena itu diharapkan kesadaran dan tanggung jawab Bapak/Ibu sebagai Wajib Pajak
untuk segera melaporkan SPTPD melalui customer service / petugas loket pelayanan Pajak
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat, paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah
surat ini diterima.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Sendawar
Pada Tanggal ...........................

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Barat

PHILIP SILITONGA, SP., M.S|

Pembina Utama Muda
NIP. 19760516 200701 1 009

Tembusan :
1. Yth. Bapak Bupati Kutai Barat (sebagai laporan).
2. Yth. Inspektur Kabupaten Kutai Barat.

TANDA TERIMA

Sendawar,........cccicviiieranenceraenaes

Penerima

BUPATI KUTAI BARAT,

YAPAN



LAMPIRAN XII

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN
OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN

LOGAM DAN BATUAN.
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT SKPDKB No. SKPDKB :
BADAN PENDAPATAN DAERAH Surat Ketetapan Pajak Daerah | oo
Kurang bayar No. Bayar:
JU PERKANTORAN Il KOMPLEK PERKANTORAN | = 7
SENDAWAR-KUTAI BARAT Masa F'a|ak
Tahun :20xx
Nama Waijib Pajak
Nama Usaha
Alamat Usaha
NPWPD
Tanggal Jatuh Tempo
|, Berdasarkan Pasal 52 Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas

pelaksanaan kewajiban :

Rekening Pajak B i S s
Nama Pajak e o e

. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumiah yang masih harus dibayar adalah

sebagai berikut .

1. Dasar Pengenaan

2. Pajak yang terhutang
3. Kredit Pajak :

a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp. 0

b. Setoran yang dilakukan Rp. 0

c. Lain-lain Rp. 0

d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp. 0
4 Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d) Rp
5. Sanksi Administrasi :

a. Bunga [Pasal 56 (1)] (1,8%) . { - AR LR e g

b. Bunga [Pasal 54 (2)] (2,2%) BB avicniasaina it

c. Kenaikan [Pasal 54 (2) huruf a] (50%) < R S e

d. Kenaikan [Pasal 54 (2) huruf b)] (25%) Bccasnescimnsanssicsassssissasasy

e. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b+c+d) Rt vandizimss
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5.e) PR v errobubryvhrsn s Hhms aras T A IR o RN
Terbilang
PERHATIAN ;

Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah (Rekening Kas Umum Kabupaten
Kutai Barat No.Rek.0111300010) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu palng lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 0,6 % per bulan.

SeNAdEWEr, ..ot
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Barat

il il A
NIP: 19760516 200701 1 009

No. SKPDKB © ..................
TANDA TERIMA
NPWPD © oo, s g
N Yang menerima,
ama
Alamat : ...,

BUPATI KUTAI BARAT,

YAPAN




LAMPIRAN XIII

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN
OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT SKPDKBT i —
BADAN PENDAPATAN DAERAH ; ' '
Surat Ketetapan Pajak Daerah

JL PERKANTORAN IIl KOMPLEK PERKANTORAN Kurang Bayar Tambahan No. Bayar
SENDAWAR-KUTAI BARAT S e
Masa Pajak
Tahun :20xx

Nama Waijib Pajak
Nama Usaha

Alamat Usaha
NPWPD

Tanggal Jatuh Tempo

I.

. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah

. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah (Rekening Kas Umum Kabupaten

. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu palng lama 30 hari sejak SKPDKBT ini

Berdasarkan Pasal 52 Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas
pelaksanaan kewajiban :

Rekening Pajak ) e e s
Nama Pajak A e T

sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan R irersisiode vesvis oripasapmvonts
2. Pajak yang terhutang RPisssisccdisenses sssvsusarsacsss
3. Kredit Pajak :

a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp. 0

b. Setoran yang dilakukan Rp. 0

c. Lain-lain Rp. 0

d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp. 0
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d) R n ok LT R
5. Sanksi Administrasi :

a. Kenaikan [Pasal 54 (3)] (100%) B igesssiciasmssasssasne

b. Jumlah Sanksi Administrasi (a)
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5.b)

Terbilangr
b — — . —_ -

Kutai Barat No.Rek.0111300010) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 0,6 % per bulan.

Sendawar, ............c.coinini

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Barat

Philip Silitonga, S.P.,M.Si

NIP: 19760516 200701 1 009

No. SKPDKBT :
TANDA TERIMA
NPWPD Sendawar, ....... metiince
Yang menerima,
Nama
Alamat

BUPATI KUTAI BARAT,

YAPAN



LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL

BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN
OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT s KP DN No. SKPDN :
BADAN PENDAPATAN DAERAH Surat Km.t.pan Pajak Dmh ........................
Nihil No. Bayar:
JL PERKANTORAN IIl KOMPLEK PERKANTORAN | s
SENDAWAR-KUTAI BARAT Masa Pajak
Tahun :20xx

Nama Waijib Pajak
Nama Usaha

Alamat Usaha
NPWPD

Tanggal Jatuh Tempo

|. Berdasarkan Pasal 52 Peraturan Bupati Nomor
pelaksanaan kewaijiban :

Rekening Pajak
Nama Pajak

sebagai berikut

Tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas

Il. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah

1. Dasar Pengenaan o R e T
2. Pajak yang terhutang e T
3. Kredit Pajak :

a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp. 0

b. Setoran yang dilakukan Rp. 0

c. Lain-lain Rp. 0

d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp. 0
5. Jumlah yang masih harus dibayar o e
Terbilang

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah (Rekening Kas Umum Kabupaten
Kutai Barat No.Rek.0111300010) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paing lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 0,6 % per bulan.

Sendawar,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Barat

Philip Silitonga, S.P.,M.Si
NIP: 19760516 200701 1 009

TANDA TERIMA
BIPYWPD S vsunsansastons
Nama
Alamat

NO, SKPON : ...ccocoaneeriones

Sendawar, .............cc...
Yang menerima,

BUPATI KUTAI BARAT,

YAPAN




LAMPIRAN XV

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN
OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT SKPDLB No. SKPDLB :
BADAN PENDAPATAN DAERAH Surat Ketetapan Pajak Daerah | oo
Lebih bayar No. Bayar:
JL PERKANTORAN Il KOMPLEK PERKANTORAN
SENDAWAR-KUTAI BARAT Masa Pajak
Tahun :20xx

Nama Wajib Pajak
Nama Usaha

Alamat Usaha
NPWPD

Tanggal Jatuh Tempo

|. Berdasarkan Pasal 52 Peraturan Bupati Nomor ...... Tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas

pelaksanaan kewajiban :

Rekening Pajak

T L - S S ——
Il. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah

sebagai berikut :
1. Dasar Pengenaan IR s o ciosabinainrerts s jasteiins
2. Pajak yang terhutang PR oo i camsvsass dssav kit
3. Kredit Pajak :

a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp. 0

b. Setoran yang dilakukan Rp. 0

c. Lain-lain Rp. 0

d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp. 0
4, Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang (2-3d) | o [ AR P o

Terbilang

PERHATIAN
1. Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar

Kelebihan Pajak dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang.

Sendawar, .............ccccceeenn
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Barat

Philip Silitonga, S.P.,M.Si
NIP: 19760516 200701 1 009

TANDA TERIMA
NPWVIPD 7 csissieissoonssssarsy
Nama | .
Almmet = oo

No. SKPDLB: ........ccccceee:

Sendawar, ..........cccc.....
Yang menerima,

BUPATI KUTAI BARAT,

YAPAN



LAMPIRAN XVI

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN
OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. PERKANTORAN Il KOMPLEK PERKANTORAN

STPD NO. STPD I ccccnsernsoromsioses
(SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)
MASA PAIRIE : . cniiraincisioisimassnisnssacisios
TAHUN : 20xx
Nama Waijib Pajak
Nama Usaha
Alamat Usaha
NPWPD

Tanggal Jatuh Tempo

. Berdasarkan Pasal 52 Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 2024 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan
atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

KoedaRekerilng @ .cicscismismes
Nama Rekening AT AT

Il. Dari penelitian dan pemeriksan tersebut di atas, penghitungan jumiah yang masih harus dibayar adalah
sebagai berikut :
Angsuran Pajak/ Pokok Pajak yang harus dibayar
Telah Dibayar
Kurang dibayar (1-2)
Sanksi Administrasi:
Denda Pasal 48 (1)
Bunga Pasal 34 (8) (1%)
Bunga Pasal 49 (4) (1%)
Bunga Pasal 50 (4) (1%)
Bunga Pasal 59 (5) (0,6%)
f. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b+c+d+e)
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h)

2N o

sapow

Terbilang :

PERHATIAN:

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah (Rekening Kas Umum Kabupaten
Kutai Barat No.Rek.0111300010) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

2. Apabila STPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari setelah STPD ini
diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan

SONAAaWAT, ...........ccocciovivines
Kepala

lip Silitonga, S.P.,M.Si
NIP: 18760516 200701 1 009

TANDAT No. STPD .o
RPWPD. 10 Laesevmmsasaiy
Nama e S » S Yang menerima,
o R I —

BUPATI KUTAI BARAT,

YAPAN



	img20250218_10033424
	img20250218_10124328

